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ABSTRAK 
Nama  : Asriandi 
Nim  : 10500113309 
Jurusan : Ilmu Hukum 
Judul : Kepastian Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah 
Agung Nomor 7 Tahun 2014 di Pengadilan Negeri Makassar  
 
 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah penerapan 
Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan 
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 di Pengadilan Negeri Makassar?, 
2) Upaya apa yang ditempuh oleh terpidana dalam mengajukan Peninjauan Kembali? 
Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan penelitian 
lapangan atau field research dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan  
yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
dokumentasi, dan wawancara.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan penerapan Peninjauan Kembali di Pengadilan 
Negeri Makassar mengikuti SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dan upaya yang ditempuh oleh 
terpidana dalam mengajukan peninjauan kembali yaitu, sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) 
KUHAP yang dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali putusan bebas atau 
lepas dari segala tuntutan hukum, adalah terpidana atau ahli warisnya, kemudian 
menghadap panitera pengadilan yang telah memutus perkara tingkat pertama dengan 
menyebut secara jelas alasan pengajuan Peninjauan Kembali apakah ada keadaan baru 
yang menimbulkan dugaan kuat, apabila dalam pelbagai putusan ternyata telah 
bertentangan satu dengan yang lainnya, apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan 
sesuatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata dan untuk itu panitera 
membuatkan surat permintaan Peninjauan Kembali, permohonannya dimuat dalam 
register dan selanjutnya dibawa ke ketua pengadilan, ketua pengadilan menunjuk hakim 
untuk menyidangkan, setelah penunjukan hakim memanggil pemohon dan termohon atau 
Penuntut Umum kemudian dibacakan permohonannya, Tanggapan atas permohonan atau 
risalah kasasi, Penandatanganan berita acara pendapat hakim mengenai apa yang 
dimohonkan. 
Impilkasi dari penelitian ini adalah 1) Sebaiknya peraturan yang mengatur masalah 
Peninjauan Kembali harus tegas dan jelas agar tidak menimbulkan perspektif yang 
berbeda dikalangan masyarakat tanpa mengenyampingkan antara keadilan dan kepastian 
hukum, 2) sebaiknya kedepan, para penegak hukum memiliki pandangan yang sama 
mengenai suatu permasalahan hukum, sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat antara 
satu institusi hukum dengan institusi hukum lainnya, dan kesatuan hukum akan tercapai.
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dewasa ini, perkembangan tidak hanya di bidang industri dan perdagangan 
tetapi juga dibidang hukum. Terbukti dengan mulai direvisi dan diperbaharuinya 
beberapa peraturan perundang-undangan. Tertib masyarakat dapat tercapai apabila 
hukum bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. 
Peraturan perundang-undangan yang merupakan produk hukum harus mampu 
mengatur hal-hal yang saat ini memang dibutuhkan oleh masyarakat, karena hukum 
dibentuk untuk menjamin terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Menurut Mochtar 
Kusumatmadja tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Produk hukum 
yaitu peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan lagi segera diperbaharui 
agar sejalan dengan perkembangan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat 
pada masa kini.1 
Kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilakukan menurut konstitusi 
(constitutional democratie) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia 
adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (democratische 
                                                            
1Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: liberty, 1985), hlm. 
80   
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rechtstaat)2. Sedangkan penegakan hukum (law enforcement) merupakan usaha untuk 
menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang 
norma tersebut. Dengan demikian, para penegak hukum harus memahami benar spirit 
hukum (legal spirit) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan hal 
ini akan berkaitan dengan pelbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan 
perundang-undangan (law making process). Sisi lain yang terkait dalam proses 
pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut adalah keseimbangan, keselarasan 
dan keserasian antara kesadaran hukum yang ditanamkan dari, atas, dan oleh penguasa 
(legal awareness) dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat (legal 
feeling)3. 
Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, 
kemanfaatan dan memberikan kepastian hukum. Salah satu tujuan dari hukum adalah 
memberikan manfaat bagi masyarakat, dan oleh karena itulah hukum harus dinamis 
dan sesuai dengan perkembangan pada masa ini agar tercapailah tujuan hukum yang 
dimaksud yaitu bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka penciptaan ketertiban dalam 
tatanan kehidupan bermasyarakat. 4 
 
                                                            
2 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Mahkamah 
Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, h. 70.   
3 Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Cet. Kedua, Semarang: 
Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, h. 69-70. 
4  Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: liberty, 1985), 
hlm. 80.   
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 Salah satu tujuan hukum yaitu keadilan sebagaimana dalam Q.S An-nisa/4:58 : 
* ¨β Î) ©!$# öΝä. ããΒ ù'tƒ β r& (#ρ –Šxσ è? ÏM≈ uΖ≈ tΒ F{$# #’ n< Î) $ yγ Î= ÷δ r& # sŒÎ) uρ ΟçF ôϑ s3 ym t⎦÷⎫ t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# β r& (#θ ßϑ ä3 øtrB ÉΑ ô‰yè ø9$ Î/ 4 ¨β Î) 
©!$# $ −Κ Ïè ÏΡ / ä3ÝàÏè tƒ ÿ⎯ Ïμ Î/ 3 ¨β Î) ©! $# tβ% x. $ Jè‹Ïÿ xœ #Z ÅÁ t/ ∩∈∇∪   
Terjemahan : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S.An-Nisa : 58) 
 Pada Q.S An-Nisa/4:135 : 
* $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#θ çΡθ ä. t⎦⎫ÏΒ≡§θ s% ÅÝ ó¡É)ø9 $ Î/ u™ !#y‰pκ à− ¬! öθ s9 uρ #’ n? tã öΝä3 Å¡àΡ r& Íρ r& È⎦ø⎪y‰Ï9≡uθ ø9$# t⎦⎫Î/ tø% F{$# uρ 4 βÎ) 
ï∅ ä3tƒ $ †‹ ÏΨxî ÷ρ r& # ZÉ)sù ª! $ sù 4’ n< ÷ρ r& $ yϑ ÍκÍ5 ( Ÿξ sù (#θ ãè Î7−F s? #“uθ oλ ù; $# β r& (#θ ä9 Ï‰÷è s? 4 β Î) uρ (# ÿ…âθ ù= s? ÷ρ r& (#θ àÊ Ì÷è è? ¨β Î* sù ©!$# 
tβ% x. $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? #ZÎ6 yz ∩⊇⊂∈∪   
Terjemahan : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu 
bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu 
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin 
menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan 
menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang 
kamu kerjakan. (Q.S.An-Nisa : 135). 
 Dan pada Q.S An-Nalh/19:90 : 
* ¨β Î) ©!$# ããΒ ù' tƒ ÉΑô‰ yèø9 $ Î/ Ç⎯≈ |¡ômM} $#uρ Ç› !$ tGƒ Î) uρ “ÏŒ 4† n1ö à)ø9$# 4‘ sS÷Ζ tƒ uρ Ç⎯tã Ï™!$ t± ósxø9$# Ì x6Ψ ßϑ ø9$#uρ Ä©øöt7ø9 $#uρ 4 
öΝä3Ýà Ïè tƒ öΝà6 ¯= yè s9 šχρ ã©. x‹s? ∩®⊃∪   
Terjemahan : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat 
mengambil pelajaran. (Q.S.An-Nahl : 90). 
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 Berdasarkan ke tiga ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah menyuruh umat 
manusia apabila menetapkan hukum, menetapkan hukum dengan adil, menyuruh 
orang-orang yang beriman untuk menegakkan keadilan dengan tidak menyimpang dari 
kebenaran dan Allah menyuruh manusia berlaku adil.  
Namun dalam praktek, implementasi ketiga unsur yaitu kepastian hukum, 
kemanfaatan, dan keadilan masih menimbulkan persoalan, sehingga sangat sulit untuk 
diimplementasikan secara seimbang, misalnya terkait dengan upaya hukum luar biasa 
yaitu Peninjauan Kembali (PK). Polemik antara kepastian hukum dan keadilan kembali 
mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan No. 34/PUU-
XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana terhadap UUD 1945. Putusan MK tersebut amarnya menyatakan, bahwa 
Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang mengatur tentang, “Permintaan peninjauan kembali 
atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja” bertentangan dengan UUD 
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 
Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 menimbulkan pro dan kontra di kalangan 
masyarakat, disatu sisi ada pendapat yang menyatakan bahwa PK lebih dari satu kali 
merupakan upaya untuk melindungi hak masyarakat dalam memperoleh keadilan. 
Namun di sisi lain ada pendapat yang menyatakan bahwa PK lebih dari satu kali 
merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum. Bahkan Mahkamah 
Agung (MA) sampai menindaklanjuti Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 dengan 
mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2014 tentang 
5 
 
Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, yang substansinya 
menabrak putusan MK tersebut dengan tetap menentukan bahwa PK hanya dapat 
dilakukan satu kali.  
Akan tetapi, SEMA tersebut juga mendapatkan kritik dari masyarakat, karena 
dianggap merupakan bentuk penyimpangan terhadap Putusan MK. Sebagai upaya 
untuk mengatasi polemik tersebut, pada akhirnya Pemerintah melalui Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengambil langkah melalui 
pertemuan para pimpinan lembaga negara dan menghasilkan kesimpulan yang 
selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP).  
Pada dasarnya apapun yang diputus MK harus di laksankan, meskipun tengah 
menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, karena Putusan MK bersifat final dan 
mengikat (final and binding), final merupakan putusan pertama dan terakhir, yang 
dapat dimaknai tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh, sementara mengikat 
artinya putusan MK itu langsung mengikat dan bersifat memaksa sehingga semua 
lembaga penyelenggara kekuasaan negara termasuk MA dan badan-badan peradilan 
dibawahnya terikat dan wajib melaksanakan putusan MK. 
Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima 
putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak 
terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 
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tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), upaya hukum biasa diatur dalam Bab XVII 
dan upaya hukum luar biasa diatur dalam Bab XVIII.  
Upaya hukum biasa meliputi pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan 
tingkat kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi pemeriksaan tingkat kasasi 
demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. Peninjauan kembali putusan dapat diajukan atas 
dasar alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, sebagai 
berikut: 
a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika 
keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung, hasilnya akan 
berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau 
tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu 
diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; 
b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah 
terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang 
dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang 
lain; 
c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim 
atau suatu kekeliruan yang nyata. Adapun yang dapat mengajukan 
permintaan PK kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau 
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lepas dari segala tuntutan hukum adalah terpidana atau ahli warisnya (Pasal 
263 ayat (1) KUHAP). 
Dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus 
ada akhirnya, namun menurut Mahkamah Konstitusi, hal itu berkait dengan kepastian 
hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas tersebut tidak secara rigid 
dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, 
terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (novum). 
Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi 
oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan [vide 
Pasal 24 ayat (1) UUD 1945] serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum. 
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
 Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan sebagai pedoman untuk memudahkan 
dalam memahami maksud penelitian tersebut, maka penulis memberikan fokus 
penelitian yaitu tentang kepastian hukum peninjauan kembali pasca putusan 
Mahkamah Konstitusi nomor 34/PUU-XI/2013 dan surat edaran Mahkamah Agung 
nomor 7 tahun 2014. Adapun deskripsi focus penelitian  yakni sebagai berikut: 
1. Kepastian Hukum adalah perangkat hukum suatu negara yg mampu menjamin 
hak dan kewajiban setiap warga negara. 
2. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34/PUU-XI/2013, peninjauan kembali 
bisa dilakukan lebih dari satu kali. 
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3. Surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2014, peninjauan kembali hanya 
dapat dilakukan satu kali saja. 
Peninjauan kembali adalah upaya hukum setelah adanya putusan dari 
Pengadilan Tingkat Kasasi disertai dengan pendapat jika adanya kekhilafan hakim 
dalam penerapan suatu putusan atau adanya bukti-bukti baru/novum yang belum 
pernah disampaikan dalam persidangan (tingkat pertama, banding atau kasasi). 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dari 
penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana penerapan Peninjauan Kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 
2014 di Pengadilan Negeri Makassar? 
2. Upaya apa yang ditempuh oleh terpidana dalam mengajukan peninjauan 
kembali? 
 
D. Kajian Pustaka 
Sebelum melakukan penelitian mengenai kepastian hukum peninjauan kembali 
pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34/PUU-XI/2013 dan surat edaran 
Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2014 di Pengadilan Negeri Makassar, peneliti 
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menemukan referensi yang berkaitan dan menjadi bahan perbandingan sekaligus 
pedoman dalam penelitian ini, diantaranya : 
Pertama, buku yang berjudul “Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara 
Pidana Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat” oleh 
Drs. H. Adami Chazawi, S.H. yang menyatakan bahwa dengan mempidana terdakwa 
yang tidak bersalah dengan putusan yang tetap, negera telah merampas keadilan dan 
hak terpidana secara tidak sah. Untuk memulihkan hak dan keadilan terdakwa tersebut 
maka negara memberikan hak PK kepada terpidana. 
Kedua,  buku yang berjudul “Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum 
Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan”. Yang 
menyatakan bahwa sudah layak, wajar, proporsional, dan semestinya apabila kebijakan 
formulatif mendatang (ius constituendum) memberikan pergeseran pemikiran untuk 
melakukan upaya hukum PK, bukan saja kepada terpidana atau ahli warisnya 
sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, akan tetapi juga diperluas kepada 
korban. 
Ketiga yaitu jurnal yang berjudul analisis yuridis putusan peninjauan kembali 
terhadap penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan oleh Sri Widayanti, Abintoro 
Prakoso, Laely Wulandari. Bahwa untuk memenuhi tujuan hukum yaitu kepastian, 
keadilan, dan kemanfaatan terdapat upaya hukum yang dapat diajukan oleh yang 
berkepentingan yang berwenang untuk hal tersebut yaitu dengan melakukan upaya 
hukum biasa yang terdiri dari Banding, Kasasi, Verzet dan upaya hukum luar biasa 
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yang ditempuh setelah upaya hukum biasa ditempuh yaitu kasasi demi kepentingan 
hukum dan Upaya hukum Peninjauan Kembali. 
Keempat yaitu jurnal yang berjudul kontroversi surat edaran Mahkamah Agung 
mengenai pengajuan peninjauan kembali satu kali oleh Puteri Hikmawati. Bahwa 
Timbulnya kontroversi terbitnya SEMA No. 7 Tahun 2014 hendaknya dijadikan 
pertimbangan oleh masing-masing lembaga terkait untuk mengevaluasi keputusannya. 
Di samping itu, DPR dan Presiden perlu segera menindaklanjuti Putusan MK dengan 
merevisi UU No. 8 Tahun 1981 dan menyinkronkan ketentuan tersebut dalam revisi 
UU tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU tentang Mahkamah Agung. 
Kelima yaitu jurnal yang berjudul pertentangan surat edaran Mahkamah Agung 
Nomor 7 tahun 2014 dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 
terkait peninjauan kembali oleh I Gusti Made Agus Mega Putra Ni Made Yuliartini 
Griadhi. Bahwa SEMA No. 7 Tahun 2014 dapat diklasifikan sebagai peraturan 
kebijakan (beleidsregel) karenanya tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian hukum dalam 
pengajuan PK pada perkara pidana, Putusan MK No.34/PUU-XI/2013 harus dijadikan 
pedoman bagi MA beserta semua pengadilan negeri dibawahnya dalam menangani 
pengajuan PK pada perkara pidana. 
Sedangkan peneltian ini berjudul Kepastian Hukum Peninjauan Kembali pasca 
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah 
Agung Nomor 7 Tahun 2014 di Pengadilan Negeri Makassar. Tujuan dari penelitian 
ini adalah mengetahui kepastian hukum peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah 
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Konstitusi nomor 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 
tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif 
dengan teknik pengelolaan data baik data primer maupun sekunder dianalisa secara 
kualitatif. 
 
E. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum  
Mengetahui kepastian hukum peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah 
Konstitusi nomor 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 
tahun 2014. 
2. Tujuan Khusus 
a. Untuk mengetahui penerapan Peninjauan Kembali pasca putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 
tahun 2014 di Pengadilan Negeri Makassar 
b. Untuk mengetahui upaya apa yang ditempuh oleh terpidana dalam mengajukan 
peninjauan kembali 
 
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 
1. Bagi Institusi : memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya untuk 
dunia hukum dengan adanya data-data yang menunjukan kepastian hukum 
Peninjauan Kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 
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dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2014 . Penelitian ini dijadikan 
landasan untuk penelitian selanjutnya. 
2. Bagi Peneliti dan Pengembangan IPTEK : memberikan kontribusi terhadap 
pengembangan teori hukum pidana. 
3. Bagi masyarakat : dapat dijadikan pertimbangan untuk masyarakat mengetahui 
Penerapan Kepastian Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 
tahun 2014, sehingga memberikan penanganan terhadap masalah tersebut. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum tentang  Upaya Hukum 
1. Pengertian Upaya Hukum 
Demi keadilan dan kebenaran, maka putusan hakim harus dapat diperbaiki atau 
dibatalkan jika dalam putusannya terdapat kekhilafan atau kekeliruan. Oleh karena itu 
hukum menyediakan sarana atau upaya perbaikan atau pembatalan putusan guna 
mencegah atau memperbaiki kekhilafan atau kekeliruan putusan dan sarana atau upaya 
tersebut dinamakan sebagai upaya hukum. Upaya hukum merupakan hak dari pihak 
yang berkepentingan, karena itu pula pihak yang bersangkutan sendiri yang harus aktif 
dengan mengajukannya kepada pengadilan yang diberi kekuasaan untuk itu jika ia 
menghendakinya. Pada kenyataan sata ini upaya hukum adalah cara atau jalan yang 
ditempuh oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam memperjuangkan 
kepentingannya demi mendapatkan apa yang diharapkannya.  
Menurut Ibadur Rahman, yang dimaksud dengan upaya hukum ialah suatu usaha 
setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas 
kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, 
menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang.1 
 
                                                            
1 Ibadur Rahman, Upaya Hukum, 26 November 2009, http://id.netblog.com/m-ibadur 
rahman/blog/blogid=12684. diakses pada 24 Februari 20.00 Wib.   
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2. Jenis-jenis Upaya Hukum 
Dalam pelaksanaannya melalui hukum acara pidana, upaya hukum dalam 
penegakkan hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan 
upaya hukum luar biasa. 
Upaya hukum menurut Pasal 1 butir 12 KUHAP di atas telah membedakan antara 
upaya hukum biasa (bab XVII) dan upaya hukum luar biasa (Bab XVIII), terdiri atas 
dua, yaitu: 
a. Upaya hukum biasa: 
1. Banding 
2. Kasasi. 
b. Upaya hukum luar biasa 
1. Kasasi demi kepentingan umum 
2. Peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 
(herziening) 
a) Upaya Hukum Biasa 
Upaya hukum biasa diatur di dalam Bab XVII, Bagian Kesatu dari Pasal 233 
sampai dengan Pasal 243 KUHAP tentang pemeriksaan tingkat banding, dan Bagian 
Kedua dari Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP tentang pemeriksaan tingkat 
kasasi. 
Upaya hukum biasa adalah hak terdakwa dan penuntut umum untuk tidak 
menerima putusan pengadilan negeri atau tingkat pertama (judex factie), sehingga 
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maksud dari upaya hukum dari terdakwa (terpidana) atau penuntut umum tidak puas 
atau tidak dapat menerima putusan tersebut, adalah: 
1) Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya. Untuk 
kesatuan dalam pengadilan2. 
2) Sebagai perlindungan terhadap tindak sewenang-wenang hakim atau pengadilan.  
Dengan adanya upaya hukum ini ada jaminan, baik bagi terdakwa maupun 
masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum adalah benar sejauh 
mungkin seragam. 
b) Upaya Hukum Luar Biasa 
Di samping pemeriksaan tingkat banding dan kasasi yang merupakan upaya 
hukum biasa sebagaimana diuraikan diatas, maka KUHAP telah mengatur pula tentang 
upaya hukum luar biasa3. Upaya hukum luar biasa dicantumkan dalam BAB XVIII 
KUHAP. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dan penyimpangan dari 
upaya hukum biasa, upaya banding dan kasasi. Putusan pengadilan yang dimohon 
banding dan kasasi belum merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan 
dapat diajukan terhadap semua putusan baik oleh pihak terdakwa maupun oleh 
penuntut umum.4 
                                                            
2Paingot Rambe Manalu, Coky T.N. Sinambela,Laurensius Rambe Manalu. 2010. Hukum 
Acara Pidana dari segi pembelaan.Jakarta:CV.Novindo Pustaka mandiri. hlm. 159. 
3 Andi sofyan. Op. Cit., hlm.307. 
4 M. Yahya Harahap.2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.Jakarta: Sinar 
Grafika.Hlm. 607. 
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Berbeda halnya dengan upaya luar biasa:5 
1) Diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
tetap. 
2) Upaya ini hanya dapat ditujukan dan diajukan dalam keadaan tertentu, tidak dapat 
diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 
Harus ada dan terdapat keadaan – keadaan sebagai syarat. 
3) Upaya hukum luar biasa diajukan kepada Mahkamah Agung, dan diperiksa serta 
diputus oleh Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir. 
Mengenai upaya hukum luar biasa yang terdapat pada BAB XVIII, Undang – 
undang menggolongkan dalam dua bagian. Bagian kesatu pemeriksaan kasasi demi 
kepentingan hukum dan bagian kedua peninjauan kembali putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
 
B. Tinjauan Umum tentang Peninjauan Kembali 
Kata peninjauan kembali diterjemahkan dari kata “Herziening”, Mr. M. H. 
Tirtaamijaya menjelaskan herziening adalah sebagai jalan untuk memperbaiki suatu 
putusan yang telah menjadi tetap jadinya tidak dapat diubah lagi dengan maksud 
memperbaiki suatu kealpaan hakim yang merugikan si terhukum, kalau perbaikan itu 
hendak dilakukan maka ia harus memenuhi syarat, yakni ada sesuatu keadaan yang 
                                                            
5Ibid. 
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pada pemeriksaan hakim, yang tidak diketahui oleh hakim itu, jika ia mengetahui 
keadaan itu, akan memberikan putusan lain.6 
Upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening merupakan salah satu dari 
upaya hukum luar biasa dalam hukum pidana Indonesia. Upaya hukum peninjauan 
kembali (PK)/Herziening dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Peninjauan kembali sebagai upaya hukum 
luar biasa diatur dalam Bab XVIII bagian kedua Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 
KUHAP yang merupakan penjabaran lebih jauh dari Pasal 23 Undang-Undang No. 14 
Tahun 1970 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 4 tahun 
2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.  
Upaya hukum peninjauan kembali disebut sebagai upaya hukum luar biasa 
adalah karena upaya hukum yang terakhir yang dapat ditempuh terhadap pemeriksaan 
suatu perkara. Upaya Hukum merupakan cara yang dapat dilakukan dalam 
pemeriksaan perkara yang diajukan ke pengadilan dengan harapan akan tercapainya 
tujuan hukum yaitu memperoleh keadilan mendapatkan manfaat atas penegakan 
hukum yang diharapkan serta menjamin adanya kepastian hukum terhadap penegakan 
hukum tersebut. Sedangkan peninjauan kembali adalah salah satu dari upaya hukum 
yang dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap, peninjauan kembali dilakukan bila diketemukan adanya novum atau keadaan 
atau peristiwa baru yang sebelumnya tidak pernah diketemukan, dimana penemuan 
                                                            
6 Ibadur Rahman, op.cit.   
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novum tersebut diduga dapat mempengaruhi perubahan putusan yang dijatuhkan. 
Sedangkan menurut Bachtiar Sitanggang, herziening atau peninjauan kembali adalah 
suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas suatu 
perkara pidana, berhubung dengan ditemukannya fakta-fakta yang dulu tidak diketahui 
oleh hakim yang akan menyebabkan dibebaskannya terpidana dari tuduhan. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (3) dan Pasal 268 ayat (1) dan ayat (3) 
KUHAP maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa peninjauan kembali putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap memiliki ruang lingkup 
tertentu, adapun ruang lingkup tersebut antara lain :  
1. Peninjauan kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya.7 
2. Peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang memberikan pidana 
kepada terpidana. 
3. Terhadap putusan bebas atau vrijspraak dan putusan pelepasan dari segala 
tuntutan hukum atau onslag van alle rechtsvervolging tidak dapat diajukan 
peninjauan kembali. 
4. Permohonan pengajuan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka 
waktu. 
                                                            
7 Bachtiar Sitanggang, Hakikat Peninjauan kembali Atas Suatu Perkara Pidana, Indonesia-P 
Kompas Online, www.hamline.edu/apakabar/basisdata, , diakses pada tanggal 27 November 2009 pada 
pukul 13.30 wib 
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5. Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan 
ataupun menghentikan pelaksanaan dari putusan yang telah dijatuhkan tersebut.  
 
C. Tujuan Hukum 
Dari sekian banyak pendapat yang ada mengenai tujuan hukum apabila hendak 
diinventarisasi hanyalah terdapat dua teori yaitu teori etis dan teori utilitas.8 
1. Teori Etis 
Teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum itu semerta merta untuk mewujudkan 
keadilan. Keadilan disini adalah ius sum cuique tribuere (iustitia est contans et 
perpetua voluntas ius sum cuique tribuere) yang dapat diartikan “memberikan kepada 
setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya”. Selanjutnya aristoteles membagi 
keadilan menjadi dua yaitu keadilan komulatif (keadilan yang memberikan kepada tiap 
orang menurut jasanya) dan keadilan distributuf (keadilan yang memberikan jatah 
kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa perseorangan. 
Disebut dengan teori etis karena isi hukum semata mata harus ditentukan oleh 
kesadaran etis kita mengenai mana yang adil dan mana yang tidak adil. Teori ini oleh 
L. J. Vanapeldorn dianggap berat sebelah karena terlalu mengagungkan keadilan yang 
pada akhirnya tidak mampu membuat peraturan umum. Sedangkan peraturan umum 
itu merupakan sarana untuk kepastian dan tertib hukum. 
 
                                                            
8 Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merejut Hukum di Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana 
Media, 2014), h.23. 
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2. Teori Utilitas 
Jeremy Bentham, seorang pakar hukum asal Inggris, mengemukakan bahwa 
hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya 
guna (efektif). Adagium yang terkenal adalah the greates happyness for the greates 
number (kebahagian terbesar untuk jumlah yang terbanyak). Teori ini sangat 
mengagung-agungkan kepastian hukum dan memerlukan adanya peraturan yang 
berlaku umum maka muncullah semboyan yuridis terkenal yang dikumandangkan oleh 
ulpianus dalam Digestanya lex dura set tament sctripta (undang-undang itu keras, akan 
tetapi sudah demikian bunyinya). 
Kedua teori diatas, mengandung kelemahan yang sama yaitu tidak seimbang atau 
berat sebelah. Akibat mengagungkan keadilan maka teori etis mengabaikan kepastian 
hukum. Apabila kepastian hukum terabaikan, maka ketertiban akan terganggu. Padahal 
justru dengan ketertiban keadilan dapat terwujud dengan baik. Sebaliknya, karena 
terlalu mengagungkan kegunaan, teori utilitas mengabaikan keadilan. Justru hukum 
dapat berfaedah, apabila sebanyak mungkin menegakkan keadilan. 
Berdasar dari kelemahan-kelemahan kedua teori tersebut, muncul banyak teori-
teori turunan atau gabungan dari kedua teori tersebut, yang tidak terlalu menonjolkan 
keadilan atau menonjolkan kemanfaatan. 
Adapun tujuan hukum dari peninjauan kembali :9 
                                                            
9 Budi Suhariyanto, “Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara 
Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum)”, Jurnal Hukum dan 
Peradilan, Volume 4, Nomor 2 (Juli 2015), h. 340. 
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1. Perspektif Keadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 
terkait PK Lebih dari Satu Kali. 
Pemohon perkara nomor 34/PUU-XI/2013 dalam pengujian Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diantaranya yaitu Antasari Azhar, Ida 
Laksmiwaty dan Ajeng Oktarifka Antasariputri. Adapun norma yang diajukan untuk 
diuji adalah Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) berbunyi: 
“Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu 
kali saja”. Sedangkan norma Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi penguji 
diantaranya yaitu: 
a. Pasal 1 ayat (3) berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”; 
b. Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi: (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan 
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan. 
c. Pasal 28A UUD 1945 secara eksplisit mengatakan: Setiap orang berhak untuk hidup 
serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya 
d. Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri 
melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan 
                                                            
http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/53/46. 
(Diakses 2 juli 2015). 
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memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi 
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 
e. Pasal 28D ayat (1) berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum”; 
Berdasakan penilaian hukum dan fakta persidangan, Mahkamah Konstitusi 
memutuskan mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan bahwa Pasal 
268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
Adapun pertimbangan hukum dari majelis Hakim Konstitusi diantaranya: 
Kebenaran materiil mengandung semangat keadilan sedangkan norma hukum 
acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan. 
Oleh karena itu, upaya hukum untuk menemukan kebenaran materiil dengan tujuan 
untuk memenuhi kepastian hukum telah selesai dengan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap dan menempatkan status hukum terdakwa menjadi 
terpidana. Hal tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHAP yang 
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menyatakan, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan 
maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”. 
Bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan 
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan 
Undang-Undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang 
adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban 
umum dalam suatu masyarakat demokratis”, menurut Mahkamah, pembatasan yang 
dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk 
membatasi pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan PK dalam perkara pidana 
sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut 
kebebasan dan kehidupan manusia. 
Pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas 
hak dan kebebasan orang lain dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang 
adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban 
umum dalam masyarakat yang demokratis; 
Bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet yakni setiap 
perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah, hal itu berkait dengan 
kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas tersebut tidak 
secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali 
satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (novum). Hal itu justru 
bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan 
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kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan [vide Pasal 24 ayat (1) 
UUD 1945] serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum. Berdasarkan putusan 
dan beberapa pertimbangan hukum diatas, dapat ditarik kaidah hukum yang 
mengemuka yaitu: “untuk keadilan dalam perkara pidana, asas litis finiri oportet yakni 
setiap perkara harus ada akhirnya yang berlandaskan atas kepastian hukum, tidak 
secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali 
satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (novum), justru 
bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan 
kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan serta sebagai 
konsekuensi dari asas negara hukum”. 
Adapun novum atau keadaan baru yang dapat dijadikan dasar permintaan adalah 
keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas menimbulkan dugaan kuat:10 
a. Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada 
waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan 
putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau 
b. Keadaan baru itu jika diketemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, 
dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan 
tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau 
c. Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan 
ketentuan pidana yang lebih ringan.  
                                                            
10 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan 
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hlm.619. 
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Sejauh dapat ditemukan novum, maka sepanjang itulah kesempatan PK perkara 
pidana harus dibuka dan terbuka. Karena jika PK dibatasi satu kali, sementara di 
belakang hari ditemukan novum yang daripadanya dapat dijadikan pertimbangan 
hukum dan putusan yang berbeda dari majelis Hakim PK. Jika novum ini diabaikan 
maka negara telah salah mempidana penduduk yang tidak berdosa yang tidak dapat 
diperbaiki lagi dengan upaya hukum biasa. Tidak dibenarkan negara berdiam diri 
menghadapi penduduk yang tidak berdosa terlanjur dipidana. Putusan menjatuhkan 
pidana pada orang yang tidak bersalah yang telah tetap, membawa akibat telah 
dirampasnya keadilan dan hak-hak terpidana secara tidak sah. Negara telah berdosa 
mempidana penduduk negara yang tidak bersalah. Bentuk penebusan dosa tersebut 
yakni negara memberikan hak kepada terdakwa untuk melawan putusan yang salah 
tersebut. PK berfungsi untuk mengembalikan hak dan keadilan terpidana yang terlanjur 
dirampas.11 
Oleh karena itu adanya upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening oleh 
terpidana merupakan jalan yang ditempuh guna menghindari terjadinya kekeliruan 
Hakim dalam menerapkan hukum, karena hakim hanyalah manusia biasa yang tak 
luput dari kesalahan.12 
                                                            
11 Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum 
dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hlm.4 
12 M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan 
Resmi dan Komentar, Bogor, Politeia, 1997, Hlm. 222. 
26 
 
 
 
Kesadaran akan sebuah kesempatan untuk memperoleh keadilan yang hakiki dan 
asasi merupakan bagian terpenting dari hak asasi manusia dan hubungan antar manusia. 
Sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa:13 
Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. 
Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan 
demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa 
merupakan pembicaraan keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya 
sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan formal. Kita juga perlu melihatnya 
sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya. 
Dari perspektif kemanusiaan, hukum baik materiil maupun formil atau 
prosedural untuk mendapatkan kebenaran materil dan keadilan harus dilonggarkan dan 
bukan untuk dibatasi jika diperhadapkan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang asasi. 
Sebagaimana sebuah adagium bahwa hukum untuk manusia, bukan manusia untuk 
hukum. Dengan demikian untuk menjamin keadilan dan hak asasi manusia maka 
kepastian hukum dapat dikesampingkan. Dalam konteks tersebut PK dimungkinkan 
terbuka untuk diajukan berkali-kali selama ditemukan novum yang memenuhi syarat 
ketentuan peraturan Perundang-undangan. 
2. Perspektif Kepastian Hukum dalam SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan 
Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. 
                                                            
13 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm. 159 
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Setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka timbullah polemik dimasyarakat, 
tidak terkecuali dikalangan penegak hukum khususnya para Hakim peradilan umum. 
Banyak kekhawatiran yang mengemuka bahwa dengan dibukanya kran PK perkara 
pidana yang notabene lebih dari sekali, tentu pengadilan khususnya Mahkamah Agung 
akan kebanjiran perkara dan bahkan cenderung tidak selesai-selesai. Sebagaimana 
dimaksud bahwa seorang terpidana atau pihak yang terkait dengan putusan pidana yang 
berkekuatan hukum tetap akan berjuang sekuat tenaga bahkan sampai titik darah 
penghabisan untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan melalui PK berkali-kali. 
Eksistensi novum pun bisa diadakan atau dikemukakan dengan berbagai cara agar 
majelis PK berkenan menerima dan mengabulkan. 
Pada kondisi yang demikian, kepastian dan ketertiban hukum akan terganggu. 
Pengadilan dan Mahkamah Agung berkali-kali akan memeriksa perkara-perkara yang 
sama. Oleh karena itu untuk menjawab keresahan akibat adanya putusan Mahkamah 
Konstitusi tersebut dan demi mewujudkan kepastian hukum permohonan PK maka 
Mahkamah Agung berinisiatif memberikan petunjuk kepada pengadilan bawahannya 
dengan menerbitkan SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan 
Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana. Ketua Mahkamah Agung dalam SEMA 
tersebut mengingatkan bahwa pengaturan upaya hukum PK, selain diatur dalam 
ketentuan KUHAP yang normanya (Pasal 268 ayat (3) telah dinyatakan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, juga diatur 
dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
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Kehakiman yang berbunyi “terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat 
dilakukan peninjauan kembali” dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 
1985 Jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2009 
tentang Mahkamah Agung yang menyatakan “permohonan peninjauan kembali dapat 
diajukan hanya 1 (satu) kali”. 
Disampaikan juga bahwa meskipun Pasal 268 ayat (3) KUHAP dinyatakan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi, tidak serta 
merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan PK yang diatur dalam 
Pasal 24 ayat (2) Undang- Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang No. 5 
Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 
tersebut. Oleh karenanya Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan PK 
dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali. Dengan demikian maka permohonan 
PK yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali terbatas pada alasan yang diatur dalam SEMA 
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali yaitu apabila ada suatu 
objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan PK yang bertentangan satu dengan 
yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana.  
Selanjutnya bilamana terdapat permohonan PK yang tidak sesuai dengan 
ketentuan tersebut, agar dengan penetapan Ketua Pengadilan tingkat Pertama 
permohonan tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke 
Mahkamah Agung. 
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Berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tersebut, sangat nyata bahwa 
Mahkamah Agung secara filosofi hendak menegakkan kepastian hukum dalam konteks 
melaksanakan kekuasaan kehakimannya sehingga menetapkan PK perkara pidana 
(dalam suatu perkara yang sama) yang lebih dari 1 (satu) kali dinyatakan tidak dapat 
diterima. Pembatasan PK perkara pidana yang dikehendaki Mahkamah Agung ini 
untuk memberikan kepastian hukum dalam proses penyelesaian akhir perkara pidana 
sehingga siapa pun tidak dengan mudah melakukan PK berkali-kali. Penekanan pada 
asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban 
dalam masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa: 14 
Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan 
terhadap ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat 
manusia yang teratur. Lepas dari segala kerinduan terhadap hal-hal lain yang juga 
menjadi tujuan dari hukum, merupakan suatu fakta objektif yang berlaku bagi segala 
masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Disamping ketertiban, tujuan lain dari 
hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut 
masyarakat dan zamannya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diperlukan 
adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. 
Disamping kepastian hukum yang terabaikan, juga terkait dengan ketentuan 
penyelesaian perkara pidana dengan asas cepat, sederhana dan biaya murah. Dalam 
pelaksanaannya, asas penyelesaian perkara pidana secara cepat, sederhana dan biaya 
                                                            
14 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung,Alumni, 
2006, Hlm. 3. 
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murah masih sangat jauh dari harapan, waktu yang lama bahkan mencapai usia 
tahunan,15 apalagi dengan lembaga PK yang terbuka dan dapat dilakukan berkali-kali 
tanpa batas akan berlangsung selama puluhan tahun bahkan lebih dari itu selama 
kemungkinan novum itu ditemukan dan diajukan.  
Selain itu secara yuridis bahwa terdapat aturan PK selain dari KUHAP yang notabene 
masih berlaku dan patut untuk dilaksanakan, secara sosiologis akibat PK lebih dari 1 
(satu) kali menyebabkan masyarakat pencari keadilan tersandera dalam ketidakpastian 
karena selalu diliputi ketidak-tenangan atas upaya hukum PK kembali di kemudian 
hari. Semakin lama kondisi keterlambatan atas keadilan yang terjaminkan dalam 
putusan PK maka dalam hal ini pula keadilan itu sendiri teringkari. Sebagaimana 
adagium justice delayed justice denied. Dari sisi penyelenggara kekuasaan kehakiman, 
pengadilan atau Mahkamah Agung akan mengalami penumpukan perkara yang 
ujungnya dapat menghambat pelayanan keadilan substansial bagi perkara-perkara lain. 
Pada konteks landasan ideal meliputi aspek filosofis, yuridis dan sosiologis inilah 
Mahkamah Agung berorientasi mengembalikan khittoh PK sebagai upaya hukum “luar 
biasa” dan bukan peradilan tingkat keempat. 
D. Sistem Peradilan Indonesia 
Sistem peradilan nasional adalah suatu keseluruhan komponen peradilan 
nasional yang meliputi pihak-pihak dalam proses peradilan, hirarki kelembagaan 
                                                            
15 Fachmi, Kepastian Hukum mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan 
Pidana Indonesia, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011, Hlm. 38. 
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peradilan, maupun aspek-aspek yang bersifat prosesdural dan saling berkaitan 
sedemikian rupa sehingga terwujud keadilan hukum. Untuk mewujudkan tujuan 
peradilan Nasional, seluruh komponen dalam sistem peradilan harus berfungsi dengan 
baik.16 
1. Mahkamah Agung (MA) 
Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga negara badan kehakiman tertinggi yang 
membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 
militer, lingkungan peradilan agama, lingkurangan peradilan tata usaha negara. 
Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota negara. Sesuai dengan Perubahan Ketiga 
UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan 
Mahkamah Konstitusi. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim 
anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Ketua Mahkamah Agung yang dipilih dari 
dan oleh hakim agung, kemudian diangkat oleh Presiden.  
Dalam tubuh Mahkamah Agung terdapat hakim agung (maksimum 60 orang). 
Hakim agung dapat berasal dari sistem karier (hakim), atau tidak berdasarkan sistem 
karier dari kalangan profesi atau akademisi. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi 
Yudisial kepada DPR, untuk kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai 
hakim agung oleh Presiden. 
Kewajiban dan Wewenang Mahkamah Agung antara lain: 
                                                            
16Bahtiar, “Pengertian Sistem Peradilan Nasional”, https://catatan-
bahtiar.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-sistem-peradilan-nasional.html (2 Mei 2015). 
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a. Memiliki kewenangan mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan 
perundang-udangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang 
lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. 
b. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi. 
c. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan 
rehabilitas. 
2. Mahkamah Konstitusi (MK) 
Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga Negara yang melakukan tugas 
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan. Dalam UUD 1945, disebutkan adanya lembaga baru, 
yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melaksanakan kekuasaaan 
kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi 
berkedudukan di ibukota Negara RI. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan-
kewenangan yang memang sudah diatur dalam UUD. 
Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:  
a. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final 
untuk menguji UU terhadap UUD. 
b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya 
diberikan oleh UUD 1945. 
c. Memutuskan pembubaran partai politik. 
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu (Pasal 24 C ayat 1). 
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e. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran 
oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD (Pasal 24 C ayat 2). 
Mahkamah Konstitusi beranggotakan Sembilan orang hakim konstitusi, yaitu: 
1. Tiga orang diajukan oleh MA. 
2. Tiga orang diajukan oleh DPR. 
3. Tiga orang diajukan oleh presiden. 
Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, dan 7 
orang anggota. Dalam UUD 1945 juga ditegaskan bahwa hakim konstitusi harus 
memenuhi syarat sebagai berikut: 
a) Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang 
menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. 
b) Tidak merangkap sebagai pejabat Negara (Pasal 24 C ayat 5). 
Selain syarat diatas, terdapat syarat lain seperti yang tercantum dalam Pasal 16 UU No. 
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
1) Warga Negara Indonesia. 
2) Berpendidikan sarjana hukum. 
3) Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat pengangkatan. 
4) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan hukuman 5 tahun atau lebih. 
5) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan. 
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6) Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 tahun. 
7) Membuat surat pernyataan tentang kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi.17 
E. Novum 
Salah satu syarat materiil mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) 
adalah ditemukannya bukti baru, atau keadaan baru, atau yang disebut dengan novum. 
Alasan matriil Peninjauan kembali ditemukannya novum dalam perkara pidana disebut 
dengan “keadaan baru” terdapat dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP.  
Yang dimaksud dengan keadaan baru adalah suatu keadaan yang sudah ada pada 
saat sidang atau pada saat pemeriksaan perkara ditingkat pertama berlangsung namun 
karena berbagai sebab keadaan itu belum terungkap. Keadaan itu baru diketahui setelah 
putusan menjadi tetap. Jadi yang baru bukan keadaannya melainkan saat diketahuinya. 
Keadaan tersebut sudah ada pada saat sidang berlangsung bahkan sebelum perkara 
pidana diberkas oleh penyidik, namun baru diketahui keadaan dari alat-alat bukti. Alat 
bukti yang berisi keadaan baru tersebut, sesungguhnya bukan alat bukti baru, 
melainkan alat bukti yang sudah ada pada saat sidang berlangsung bahkan sebelumnya, 
namun tidak/belum diajukan dan diperiksa  di muka persidangan, disebabkan oleh 
berbagai hal. 
                                                            
17Khoirul Anwar, “sistem peradilan indonesia MK,MA dan KY”, 
https://myilmuilmu.blogspot.co.id/2016/03/normal-0-false-false-false-in-x-none-ar_12.html (12 Maret 
2016). 
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Misalnya alat bukti saksi menyembunyikan keadaan tersebut dengan tidak 
menerangkannya di depan hakim, atau dibalut dengan keterangan saksi palsu. Dengan 
kata lain, tidak terungkapanya keadaan yang sebenarnya dalam sidang pengadilan, 
disebabkan oleh keadaan-keadaan yang menyesatkan. Keadaan yang menyesatkan bisa 
karena diciptakan atau direkayasa melalui alat-alat bukti oleh penyidik, penuntut 
umum, bahkan bisa jadi oleh hakim sendiri ketika memeriksa perkara, sehingga 
keadaan yang sesungguhnya (materiele waarheid) tersebut tidak terungkap. 
Keadaan baru yang dalam praktik sering disebut dengan novum, tidak sama 
artinya dengan alat bukti baru. Harus dibedakan antara “alat bukti baru” dan “bukti 
baru” atau keadaan baru (novum). Dalam praktik, hal ini acapkali dikacaukan. 
Sesungguhnya novum itu bukan alat bukti baru, tetapi isi dari alat bukti baru yang 
diajukan atau ditemukan. KUHAP menyebutnya dengan keadaan baru. Karena keadaan 
baru tidak terpisahkan dengan alat bukti baru, dengan demikian alat bukti tersebutlah 
yang baru ditemukan. Baru ditemukan disini, bukan berarti keberadaan alat bukti yang 
memuat keadaan tersebut baru. Hal itulah yang membedakan dengan suatu alat bukti 
yang ditimbulkan atau dibuat setelah putusan bersifat tetap, seperti halnya putusan 
pengadilan lain atau dibuatnya suatu akta setelah putusan bersifat tetap. 
Meskipun berpengaruh terhadap perkara yang hendak dimintakan PK, putusan 
pengadilan yang baru atau akta yang baru dibuat ini tidak dapat dianggap sebagai alat 
bukti baru yang berisi keadaan baru. Putusan pengadilan yang dikeluarkan belakangan 
dapat digunakan sebagai alasan PK yang kedua adalah conflict van rechtspraak, bukan 
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sebagai novum. Logikanya ialah, bahwa antara keadaan baru dan alat bukti baru 
dimunculkan tidak dapat dipisahkan. Terbitnya keadaan baru adalah pada saat yang 
sama dengan terbitnya alat bukti yang baru dimunculkan tersebut. Tidak mungkin suatu 
keadaan sudah ada atau terbit sebelum alat bukti baru. 
Keadaan baru (novum) berbeda dengan sebuah alat bukti surat resmi, yang untuk 
membuatnya diperlukan ilmu atau teknologi tertentu untuk membuktikan suatu 
keadaan yang sebalum surat resmi tersebut dibuat. Misalnya, sebuah surat hasil uji 
laboratorium DNA yang dibuat belakangan dengan tujuan pembuktian. Hasil uji DNA 
yang dibuat belakangan, tidak untuk membuktikan kejadian/keadaan pada saat surat 
dibuat, melainkan untuk membuktikan tentang suatu kejadian/keadaan pada saat yang 
lalu. 
Apakah syarat suatu keadaan yang baru, agar keadaan baru ini dapat dijadikan 
dasar MA menerima dan membenarkan alasan permintaan PK? Secara khusus tidak 
dapat dirinci syarat-syaratnya. Karena akan bergantung pada sifat dan keadaan dari 
setiap duduk perkaranya masing-masing. Secara umum, novum tersebut harus 
mempunyai peran atau pengaruh yang sangat kuat, atau menentukan untuk dapat 
dijatuhkan amar putusan pembebasan, lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan 
penuntut umum tidak dapat diterima, ataupun diterapkan ketentuan pidana yang lebih 
ringan.18 
                                                            
18 Drs. H. Adami Chazawi, S.H, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana 
Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 
2011), h. 62. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis  Dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang 
digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik. 
2. Lokasi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan diteliti, maka 
penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar. Adapun alasan 
peneliti sehingga memilih Pengadilan Negeri Makassar sebagai lokasi penelitian ini 
karena Pegadilan Negeri Makassar menangani kasus dengan jumlah yang sangat besar 
setiap harinya jadi akan memudahkan penulis dalam mengumpulkan data yang 
mendukung dalam penyusunan skripsi ini. 
Dalam rangka pendekatan pada objek yang diteliti serta pokok permasalahan, 
maka spesifikasi pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berarti 
mengkaji tentang perundang-undangan dengan teori-teori hukum mengenai “Kepastian 
Hukum Peninjauan Kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-
XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 di Pengadilan 
Negeri Makassar”. 
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B. Sumber Data 
Jenis data yang digunakan adalah:  
1. Sumber data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan 
dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini 
2. Sumber data Sekunder adalah data yang diperoleh antara lain : 
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
d) Putusan MK Nomor : 32/PUU- XI/2013 
e) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 
 
C. Metode Pengumpulan Data  
Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 
1. Observasi, dilakukan peneulis dengan cara mengamati secara langsung suatu 
kegiatan yang sedang dilakukan. Melalui observasi penulis dapat memperoleh 
data mengenai apa yang terjadi dilapangan. 
2. Wawacara Yaitu proses interaksi dan komunikasi.1 Sehubungan dengan 
kelengkapan data yang dikumpulkan maka penulis melakukan wawacara dengan 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar Bapak Cening Budiana, SH., MH dan 
                                                            
1Misri Singarimbun dan Sofian Effendi, metodepenelitian survai (Jakarta: pustaka LP3ES 
Indonesia 2006) h.192 
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seorang pengacara Bapak Irwan Muin, S.H., M.H., M.Kn selaku pihak yang 
memberikan informasi yang berkaitan dengan judul penulis. 
3. Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau 
menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang 
lain yang dapat diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk putusan 
peninjauan kembali. 
 
D. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat 
sesudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan yaitu smartphone yang 
digunakan sebagai alat untuk merekam pada saat melakukan wawancara. 
 
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada 
dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu 
setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis. 
Selanjutnya, dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian 
ditarik kesimpulan deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat 
khusus. 
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BAB IV 
Kepastian Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 
2014 di Pengadilan Negeri Makassar 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Kantor Pengadilan Negeri Makassar berada di jalan R.A.Kartini Nomor 18/23, 
Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi 
Selatan.  
1.  Visi dan Misi 
a. Visi 
"Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar yang Agung" 
b. Misi 
1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar 
2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 
3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar 
4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar 
2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Makassar 
Untuk mewujudkan tujuan yang telah di tetapkan perusahaan perlu diketahui 
batas-batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing personil yang ada dalam 
instansi maupun organisasi lain, wewenang dan tanggung jawab setiap bagian 
personilnya  harus saling bekerjasama.  
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Gambar 4.1 Sumber : Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar 
 Adapun tugas pokok masing-masing bagian sebagai berikut: 
a.  Ketua Pengadilan 
1) Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan 
rutin/pembangunan. 
2) Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi 
petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun 
seluruh karyawan. 
3) Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan 
atas : -Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan 
pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya:-Masalah-
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masalah yang timbul;-Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat 
Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya;-Masalah eksekusi 
yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada 
Mahkamah Agung. 
4) Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa 
keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas 
perkara. 
5) Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak 
mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa 
membayar biaya perkara). 
b. Wakil Ketua Pengadilan 
1) Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka 
panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya 
2) Mewakili ketua bila berhalangan 
3) Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua 
4) pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan 
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil 
pengawasan tersebut kepada ketua. 
c. Hakim 
Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan 
Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta 
menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya .  
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d. Panitera 
 Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus mempunyai tugas 
melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta 
menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. 
e. Panitera Muda Perdata 
 Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. 
f. Panitera Muda Pidana 
 Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara 
di bidang pidana. 
g. Panitera Muda Khusus Niaga, PHI, dan Tipikor 
 Panitera Muda Khusus mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara 
di bidang perkara khusus, antara lain perkara niaga, penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial dan tindak pidana korupsi serta perkara khusus lainnya yang 
diperlukan. 
h. Panitera Muda Hukum 
Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, 
pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara 
serta Pelaporan. 
i. Panitera Pengganti 
 Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta 
melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan. 
j. Jurusita 
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Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh 
Hakim Ketua Majelis, Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, 
teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan, jurusita 
melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, Jurusita membuat berita 
acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait 
k. Sekretaris 
 Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus mempunyai tugas 
melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, 
sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri 
Kelas I A Khusus. 
l. Kepala Bagian Umum 
 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, 
dan anggaran, kepegawaian, keuangan, penataan organisasi dan tata laksana, 
pengelolaan teknologi informasi dan statistik, surat menyurat, arsip, perlengkapan, 
rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan serta 
pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan 
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus. 
m. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 
 Sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran, 
pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan 
dokumentasi serta pelaporan. 
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n. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana 
 Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas 
melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, akuntabilitas serta 
reformasi birokrasi. 
o. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan 
Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan 
persuratan, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan 
masyarakat, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. 
 
B. Penerapan Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 
di Pengadilan Negeri Makassar. 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 telah membuka ruang PK 
tidak saja satu kali sebagaimana diatur selama ini oleh Pasal 268 ayat (3) KUHAP 
sehingga PK dapat dilakukan berkali-kali selama ditemukan dan diajukannya novum 
meskipun telah dilakukan PK sebelumnya. Perspektif yang menjadi dasar dari 
putusan ini adalah keadilan. Sehingga kepastian hukum dari keberadaan hukum acara 
pidana dikesampingkan demi eksistensi hak asasi manusia atas sebuah peradilan 
pidana yang fair guna mendapat kebenaran materil. 
Atas putusan Mahkamah Konstitusi yang demikian, Mahkamah Agung 
menerbitkan SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang pengajuan permohonan peninjauan 
kembali dalam perkara pidana. SEMA tersebut mengingatkan bahwa pengaturan 
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upaya hukum PK, selain diatur dalam ketentuan KUHAP yang normanya (Pasal 268 
ayat (3)) telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan 
Mahkamah Konstitusi, juga diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No.48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang- Undang 
No. 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 3 
Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang notabene keduanya tidak turut 
dibatalkan oleh Mahkamah konstitusi sehingga keberadaan norma tentang PK hanya 
satu kali dan tiadanya PK terhadap PK ini masih berlaku. Sehingga secara filosofi 
Mahkamah Agung hendak menegakkan kepastian hukum dalam konteks 
melaksanakan kekuasaan kehakimannya sehingga menetapkan PK perkara pidana 
(dalam suatu perkara yang sama) yang lebih dari 1 (satu) kali dinyatakan tidak dapat 
diterima. Pembatasan PK perkara pidana yang dikehendaki Mahkamah Agung ini 
untuk memberikan kepastian hukum dalam proses penyelesaian akhir perkara pidana 
sehingga siapa pun tidak dengan mudah melakukan PK berkali-kali. 
Menurut Bapak Cening Budiana, SH., MH yang mengatakan bahwa dalam 
peninjauan kembali biasanya berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung, 
Peninjauan Kembali biasanya karena ada novum (bukti baru) atau ada kekhilafan 
hakim dan selaku hakim akan menindaklanjuti permohonan peninjauan kembali yang 
bersangkutan ke Mahkamah Agung dan selanjutnya Mahkamah agung yang akan 
memutuskan peninjauan kembali tersebut. Mengenai kepastian hukum, cukuplah 
47 
 
Peninjauan kembali diajukan satu kali karena apabila Peninjauan Kembali diajukan 
lebih dari satu kali itu tidak akan ada kepastian hukum”.1 
Sedangkan menurut bapak Irwan Muin, S.H., M.H., M.Kn selaku salah satu 
pengacara yang pernah melakukan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri 
Makassar mengatakan tidak sependapat apabila PK diajukan lebih dari satu kali 
karena tidak ada kepastian hukum. Upaya hukum luar biasa itu tidak boleh disamakan 
dengan upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa bersifat spesialis artinya 
penggunaannya harus dalam keadaan istimewa tidak boleh berkali-kali karena akan 
menghilangkan keistimewaannya. Saya sependapat dengan MA karena putusan MK 
melanggar kepastian hukum. Keadilan itu sendiri telah diberikan sejak mengajukan 
PK, apabila diberikan PK berkali-kali akan melanggar asas kepastian karena keadilan 
sudah tercapai pada saat terpidana melakukan PK satu kali. Justru pemberian 
kesempatan mengajukan PK satu kali sudah memberi ruang, karena sebenarnya upaya 
hukum luar biasa itu, upaya hukum yang diberikan dalam rangka mencapai keadilan. 
Perkara yang sudah inkrah masih bisa digugat lagi jadi kalau PK sudah berkali-kali 
bukan lagi upaya hukum luar biasa, sama saja membuka sistem peradilan baru lagi.2 
Meskipun dalam putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan Peninjauan 
Kembali bisa diajukan lebih dari satu kali dengan alasan Pasal 268 ayat (3) Undang-
                                                            
1 Hasil wawancara dengan bapak Cening Budiana, SH., MH salah satu hakim di Pengadilan 
Negeri Makassar, Senin 17 Juli 2017 Pukul 09.00 WITA. 
2  Hasil wawancara dengan bapak Irwan Muin, S.H., M.H., M.Kn salah satu advokad di 
Pengadilan Negeri Makassar, Selasa 1 Agustus 2017 Pukul 14.00 WITA. 
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Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3209) berbunyi “Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu 
putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja” bertentangan dengan norma Undang-
Undang Dasar 1945 . 
1. Pasal 1 ayat (3) berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. 
2. Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi: (1) Kekuasaan kehakiman merupakan 
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 
hukum dan keadilan. 
3. Pasal 28A UUD 1945 secara eksplisit mengatakan: Setiap orang berhak untuk 
hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 
4. Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri 
melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan 
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya 
demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 
5. Pasal 28D ayat (1) berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum”. 
Adapun pertimbangan hukum dari majelis Hakim Konstitusi diantaranya: 
Kebenaran materiil mengandung semangat keadilan sedangkan norma hukum 
acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan. 
Oleh karena itu, upaya hukum untuk menemukan kebenaran materiil dengan tujuan 
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untuk memenuhi kepastian hukum telah selesai dengan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap dan menempatkan status hukum terdakwa 
menjadi terpidana. Hal tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 268 ayat (1) 
KUHAP yang menyatakan, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak 
menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”. 
Bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan : 
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada 
pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud 
sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan 
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam 
suatu masyarakat demokratis. 
 
Menurut Mahkamah, pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 
tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali karena 
pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang 
paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. 
Pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan 
atas hak dan kebebasan orang lain dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan 
yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 
ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis; 
Bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet yakni setiap 
perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah, hal itu berkait dengan 
kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas tersebut tidak 
secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali 
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satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (novum). Hal itu 
justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan 
kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan [vide Pasal 24 ayat (1) 
UUD 1945] serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum. Berdasarkan putusan 
dan beberapa pertimbangan hukum diatas, dapat ditarik kaidah hukum yang 
mengemuka yaitu untuk keadilan dalam perkara pidana, asas litis finiri oportet yakni 
setiap perkara harus ada akhirnya yang berlandaskan atas kepastian hukum, tidak 
secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali 
satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (novum), justru 
bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan 
kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan serta sebagai 
konsekuensi dari asas negara hukum. 
Adapun novum atau keadaan baru yang dapat dijadikan dasar permintaan adalah 
keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas “menimbulkan dugaan kuat”:3 
a. Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada 
waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan 
putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau 
b. Keadaan baru itu jika diketemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, 
dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan 
tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau 
                                                            
3 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan 
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta, Sinar Grafika, 
2009, Hlm.619 
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c. Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan 
ketentuan pidana yang lebih ringan.  
Sejauh dapat ditemukan novum, maka sepanjang itulah kesempatan PK perkara 
pidana harus dibuka dan terbuka. Karena jika PK dibatasi satu kali, sementara di 
belakang hari ditemukan novum yang daripadanya dapat dijadikan pertimbangan 
hukum dan putusan yang berbeda dari majelis Hakim PK. Jika novum ini diabaikan 
maka negara telah salah mempidana penduduk yang tidak berdosa yang tidak dapat 
diperbaiki lagi dengan upaya hukum biasa. Tidak dibenarkan negara berdiam diri 
menghadapi penduduk yang tidak berdosa terlanjur dipidana. Putusan menjatuhkan 
pidana pada orang yang tidak bersalah yang telah tetap, membawa akibat telah 
dirampasnya keadilan dan hak-hak terpidana secara tidak sah. Negara telah berdosa 
mempidana penduduk negara yang tidak bersalah. Bentuk penebusan dosa tersebut 
yakni negara memberikan hak kepada terdakwa untuk melawan putusan yang salah 
tersebut. PK berfungsi untuk mengembalikan hak dan keadilan terpidana yang 
terlanjur dirampas.4 
Oleh karena itu adanya upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening oleh 
terpidana merupakan jalan yang ditempuh guna menghindari terjadinya kekeliruan 
                                                            
4 Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum 
dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hlm.4 
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Hakim dalam menerapkan hukum, karena hakim hanyalah manusia biasa yang tak 
luput dari kesalahan.5 
Kesadaran akan sebuah kesempatan untuk memperoleh keadilan yang hakiki 
dan asasi merupakan bagian terpenting dari hak asasi manusia dan hubungan antar 
manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa:6 
Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. 
Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan 
demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa 
merupakan pembicaraan keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya 
sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan formal. Kita juga perlu melihatnya 
sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya. 
Dari perspektif kemanusiaan, hukum baik materiil maupun formil atau prosedural 
untuk mendapatkan kebenaran materil dan keadilan harus dilonggarkan dan bukan 
untuk dibatasi jika diperhadapkan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang asasi. 
Sebagaimana sebuah adagium bahwa hukum untuk manusia, bukan manusia untuk 
hukum. Dengan demikian untuk menjamin keadilan dan hak asasi manusia maka 
kepastian hukum dapat dikesampingkan. Dalam konteks tersebut PK dimungkinkan 
terbuka untuk diajukan berkali-kali selama ditemukan novum yang memenuhi syarat 
ketentuan peraturan Perundang-undangan. 
                                                            
5 M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan 
Resmi dan Komentar, Bogor, Politeia, 1997, Hlm. 222. 
6 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm. 159 
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 Setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 34/PUU-
XI/2013, Mahkamah Agung menindaklanjuti putusan tersebut dengan mengeluarkan 
SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali 
Dalam Perkara Pidana. Ketua Mahkamah Agung dalam SEMA tersebut 
mengingatkan bahwa pengaturan upaya hukum PK, selain diatur dalam ketentuan 
KUHAP yang normanya (Pasal 268 ayat (3) telah dinyatakan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, juga diatur dalam 
Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
yang berbunyi “terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan 
peninjauan kembali” dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo. 
Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang 
Mahkamah Agung yang menyatakan “permohonan peninjauan kembali dapat 
diajukan hanya 1 (satu) kali”. 
Disampaikan juga bahwa meskipun Pasal 268 ayat (3) KUHAP dinyatakan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi, 
tidak serta merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan PK yang 
diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang- Undang No.48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo. 
Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang 
Mahkamah Agung tersebut. Oleh karenanya Mahkamah Agung berpendapat bahwa 
permohonan PK dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali. Dengan demikian 
maka permohonan PK yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali terbatas pada alasan yang 
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diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali 
yaitu apabila ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan PK yang 
bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara 
pidana.  
Selanjutnya bilamana terdapat permohonan PK yang tidak sesuai dengan 
ketentuan tersebut, agar dengan penetapan Ketua Pengadilan tingkat Pertama 
permohonan tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim 
ke Mahkamah Agung. 
Berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tersebut, sangat nyata bahwa 
Mahkamah Agung secara filosofi hendak menegakkan kepastian hukum dalam 
konteks melaksanakan kekuasaan kehakimannya sehingga menetapkan PK perkara 
pidana (dalam suatu perkara yang sama) yang lebih dari 1 (satu) kali dinyatakan tidak 
dapat diterima. Pembatasan PK perkara pidana yang dikehendaki Mahkamah Agung 
ini untuk memberikan kepastian hukum dalam proses penyelesaian akhir perkara 
pidana sehingga siapa pun tidak dengan mudah melakukan PK berkali-kali. 
Penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan 
dan ketertiban dalam masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Mochtar 
Kusumaatmadja bahwa: 7 
Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan 
terhadap ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat 
                                                            
7 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung, Alumni, 
2006, Hlm. 3. 
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manusia yang teratur. Lepas dari segala kerinduan terhadap hal-hal lain yang juga 
menjadi tujuan dari hukum, merupakan suatu fakta objektif yang berlaku bagi segala 
masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Disamping ketertiban, tujuan lain dari 
hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut 
masyarakat dan zamannya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diperlukan 
adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. 
Disamping kepastian hukum yang terabaikan, juga terkait dengan ketentuan 
penyelesaian perkara pidana dengan asas cepat, sederhana dan biaya murah. Dalam 
pelaksanaannya, asas penyelesaian perkara pidana secara cepat, sederhana dan biaya 
murah masih sangat jauh dari harapan, waktu yang lama bahkan mencapai usia 
tahunan,8 apalagi dengan lembaga PK yang terbuka dan dapat dilakukan berkali-kali 
tanpa batas akan berlangsung selama puluhan tahun bahkan lebih dari itu selama 
kemungkinan novum itu ditemukan dan diajukan.  
Selain itu secara yuridis bahwa terdapat aturan PK selain dari KUHAP yang notabene 
masih berlaku dan patut untuk dilaksanakan, secara sosiologis akibat PK lebih dari 1 
(satu) kali menyebabkan masyarakat pencari keadilan tersandera dalam 
ketidakpastian karena selalu diliputi ketidak-tenangan atas upaya hukum PK kembali 
di kemudian hari. Semakin lama kondisi keterlambatan atas keadilan yang 
terjaminkan dalam putusan PK maka dalam hal ini pula keadilan itu sendiri 
teringkari. Sebagaimana adagium “justice delayed justice denied”. Dari sisi 
                                                            
8 Fachmi, Kepastian Hukum mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan 
Pidana Indonesia, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011, Hlm. 38. 
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penyelenggara kekuasaan kehakiman, pengadilan atau Mahkamah Agung akan 
mengalami penumpukan perkara yang ujungnya dapat menghambat pelayanan 
keadilan substansial bagi perkara-perkara lain. Pada konteks landasan ideal meliputi 
aspek filosofis, yuridis dan sosiologis inilah Mahkamah Agung berorientasi 
mengembalikan khittoh PK sebagai upaya hukum luar biasa dan bukan peradilan 
tingkat keempat. 
Adapun penerapan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Makassar No. 58 
PK/Pid.Sus/2016 oleh Zulkifli Nurdin, S.H., S.IP yang telah diputus oleh mahkamah 
Agung dengan menolak permohonan PK tersebut. Sesuai dengan SEMA No 7 tahun 
2014 menyatakan bahwa peninjauan kembali hanya bisa dilakukan satu kali saja 
maka pemohon tidak dapat lagi mengajukan Peninjauan Kembali. 
M E N G A D I L I 
 Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan 
Kembali/Terpidana Zulkifli Nurdin, S.H., S.IP. tersebut ; 
Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali 
tersebut tetap berlaku ; Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana 
untuk membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sebesar Rp. 2.500,00 
(dua ribu lima ratus rupiah) ; 
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah 
Agung pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, 
S.H., M.H. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan 
oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan 
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Nganro, SH., MH. Hakim Agung dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., 
M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai 
Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari 
dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota 
tersebut, dan dibantu oleh Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H. Panitera 
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana 
dan Penuntut Umum. 
 
C. Upaya Yang Ditempuh Oleh Terpidana Dalam Mengajukan Peninjauan 
Kembali 
1. Syarat-syarat pengajuan Peninjauan Kembali  
a. Syarat-syarat materiil mengajukan permintaan Peninjauan Kembali 
Syarat-syarat materiil mengajukan permintaan upaya hukum Peninjauan 
Kembali secara limitatif dicantumkan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu : 
1) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika 
keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya 
akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau 
tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu 
diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. 
2) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah 
terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang 
dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. 
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3) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatka suatu kekhilafan hakim atau 
suatu kekeliruan yang nyata. 
 Sementara pasal 263 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa atas dasar alasan 
yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan 
kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan didakwakan telah dinyatakan 
terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. 
Syarat-syarat sebagaimana dalam pasal 263 ayat (2) KUHAP lebih tepat disebut 
sebagai syarat-syarat (alternatif) agar permintaan Peninjauan Kembali dapat diterima 
dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Singkatnya syarat materiil agar permintaan 
Peninjauan Kembali dapat diterima dan dibenarkan, yaitu (1) adanya keadaan baru 
(novum), (2) ada beberapa putusan yang saling bertentangan (conflict van 
rechtpraak), dan (3) putusan yang memperlihatkan suatu Kekhilafan hakim atau 
kekeliruan nyata. 
b. Syarat-syarat formil mengajukan permintaan Peninjauan Kembali 
Terdapat tiga syarat formil dalam pasal 263 ayat (1) secara terbatas (limitatif), 
tidak terpisah (kumulatif) dan sangat tegas untuk mengajukan permintaan upaya 
hukum Peninjauan Kembali berdasarkan KUHAP, yaitu : 
1) Permintaaan Peninjauan kembali hanya terhadap putusan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde); 
2) Hanya terpidana atau ahli warisnya yang boleh mengajukan upaya hukum 
Peninjauan Kembali;  
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3) Boleh ajukan Peninjauan Kembali hanya terhadap putusan yang memuat 
pemidanaan, artinya bukan putusan bebas (vrijspraak) atau lepas dari segala 
tuntutan hukum (ontslag van all rechtsvervolging) 
Rumusan norma yang demikian bersifat tertutup, tidak boleh ditambah oleh 
Hakim melalui penafsiran, meskipun dengan alasan mencari untuk menemukan 
hukum.9 Menggali untuk menemukan hukum juga tidak sama artinya dengan 
menciptakan atau membuat hukum (baru), seperti yang dipraktekkan Mahkamah 
Agung dengan menambah norma baru ke dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP karena 
menafsirkan terhadap kata-kata yang sudah jelas sekali, sama artinya dengan 
penghancuran (interpretation est perversio).10 
Menurut O.C. Kaligis Ketentuan Pasal 263 ayat (1) tersebut sangat jelas dan 
tegas sehingga tidak dapat ditafsirkan lagi, sesuai dengan adagium interpretation 
cessat in claris. Jika teks/kata-kata atau redaksi dalam Undang-Undang telah terang 
dan jelas, maka tidak diperkenankan untuk ditafsirkan.11 Bahwa Peninjauan Kembali 
semata-mata ditujukan bagi kepentingan terpidana dan ahli warisnya. Ini pula yang 
menjadi jiwa terbentuknya Lembaga Peninjauan Kembali.12 Selanjutnya dalam Pasal 
264 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa “permintaan Peninjauan Kembali diajukan 
kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama 
dengan menyebut secara jelas alasannya”. Kemudian dalam Pasal 268 ayat (3) 
                                                            
9 Adami Chazawi, Op.cit., hlm.26 
10  A. Zainal Abidin, Opini “Seputar PK Perkara Pidana”, Republika Online, diakses dari 
www.library.ohiou.edu/indopubs/1997/01/18/0119.html (Sabtu, 18 Januari 1997) 
11 Ibid., hlm.8 
12 Ibid 
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KUHAP menjelaskan bahwa permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan 
hanya dapat dilakukan satu kali saja.  
2. Prosedur Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Terpidana 
Mengenai prosedur pengajuan PK sejak diajukan sampai dikirim ke Ketua 
Mahkama Agung dimuat dalam pasal 264 dan 265 KUHAP : 
Selengkapnya Pasal 264 KUHAP : 
(1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus 
perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas 
alasannya.  
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) berlaku juga bagi 
permintaan peninjauan kembali.  
(3) Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.  
(4) Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang 
memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan 
kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut 
dan untuk itu panitera membuatkan surat permintaan peninjauan kembali.  
(5) Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali 
beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan 
penjelasan.  
Sementara Pasal 265 merumuskan sebagai berikut :  
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(1) Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak 
memeriksa perkara semula yang dimintakan Peninjauan Kembali itu untuk 
memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2).  
(2) Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), pemohon dan jaksa 
ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.  
(3) Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang 
ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan 
berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim 
dan panitera.  
(4) Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang 
dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara 
pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya 
disampaikan kepada pemohon dan jaksa.  
(5) Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan 
pengadilan banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri 
tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan 
disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan. 
 Permintaan PK harus diajukan oleh terpidana atau ahli waris dengan cara 
menghadap ke Panitera pengadilan yang telah mememutuskan perkara tingkat 
pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya. Terpidana tidak wajib datang 
62 
 
sendiri secara pribadi menghadap ke panitra pengadilan yang dimaksud. Terpidana 
dapat memberikan kuasa kepada seorang advokad sebagai penasehat hukumnya 
dengan membuat dan menandatangani surat kuasa khusus untuk keperluan tersebut. 
 Mengenai kalimat “menyebutkan secara jelas alasannya” tidak berarti 
terpidana menjelaskan secara lisan pada panitra alasan materiil PK secara terinci. 
Sebab alasan materiil dibuat tersendiri secara tertulis, yang disebut memori PK dalan 
sebuah akta penerimaan permohonan PK yang ditandatangani oleh panitera dan 
pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.13 Apabila 
pemohon kurang memahami masalah hukum menurut pasal 264 ayat (4) panitera 
tersebut menanyakan alasan pemohon mengajukan PK. Alasan mengajukan PK 
dicantumkan dalam surat permintaan peninjauan kembali tersebut. 
Kewajiban panitera untuk menanyakan alasan PK dalam hal pemohon yang 
tidak memahami hukum mengandung dua maksud dan tujuan, yaitu sebagai berikut:   
1. Untuk mengetahui apakah pemohon mempunyai alasan formil maupun 
materil yang sesuai dengan pasal 263 KUHAP. Apabila menurut panitera 
memiliki alasan, maka ia membuatkan surat permintaan PK. 
2. Selain itu menurut sifatnya, surat yang dibuat panitera ini juga harus 
memuat alasan-alasan sebagaimana yang diterangkan oleh pemohon. 
Oleh sebab itu, fungsi surat ini juga sesungguhnya sama dengan memori 
PK yang dibuat oleh seorang pemohon yang mengerti hukum, atau dibuat 
oleh kuasanya yang berprofesi advokad. 
                                                            
13 Pasal 264 ayat (2) jo. Pasal 245 ayat (2) KUHAP 
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Kiranya ketentuan ayat (4) tersebut sebagai jalan keluar bagi terpidana yang 
menjadi korban kesalahan peradilan yang tidak bisa baca tulis. Pada umumnya orang 
buta huruf adalah orang yang tidak mengerti hukum. Oleh karena itu perlu 
mendapatkan bantuan yang memadai dari negara. 
Sementara memori PK yang dibuat sendiri oleh pemohon atau oleh seorang 
kuasa khusus dan secara rinci dan lebih jelas, diserahkan pada waktu lain atau pada 
waktu bersamaan , ketika pemohon menghadap sebagaimana yang dimaksud ayat (1). 
Mengenai hal ini tidak ada ketentuan khusus yang mengatur. 
Tidak semua ahli hukum mampu menyusun memori PK. Diperlukan keahlian 
dan penagalaman praktik yang cukup. Biasanya dibuat oleh advokad yang diberi 
kuasa khusus pemohon. Seorang advokad, karena bidang pekerjaan dan 
pengalamannya, biasanya mampu menyusun memori PK. 
Tidak ada ketentuan tegas yang diwajibkan pemohon untuk menyerahkan 
memori PK. Namun karena sifatnya demikian penting, maka memori PK mutlak 
harus ada. Sebab, materi pokok pemeriksaan oleh hakim yang ditunjuk ketua 
pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pasal 265 (1) KUHAP, tidak lain 
adalah isi memori PK. Memori PK terutama berisi mengenai alasan-alasan materiil 
mengapa terpidana tidak menerima putusan, dan melawan dengan upaya PK. 
Pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama ini semacam prapemeriksaan yang 
sekedar memerikasa apakah pemintaan PK telah memenuhi alasan yang dimaksud 
dalam pasal 263 ayat (2). Dalam tahap ini berlaku dan berlangsung sama seperti 
peradilan biasa. Hakim pemeriksa meneliti apakah permintaan PK pemohon telah 
64 
 
terdapat alasan yang dimaksud. Bahan utama hakim adalah memori PK. Hakim tidak 
berwenang untuk menilai apakah tepat atau tidak alasan pemohon yang 
dikemukaakan di dalam memori PK, karena kewenanagan menilai dan memeberi 
pertimbangan dan memutus berada di tangan majelis hakim Mahkamah Agung. 
Dalam pemeriksaan pemohon dan penuntut umum ikut hadir. Penuntut umum 
diperbolehkan menyampaikan tanggapannya secara tertulis maupun lisan terhadap isi 
memori PK tersebut. Jika tanggapan lisan, akan dicatat oleh panitra di dalam Berita 
Acara Sidang. 
Pada saat pemeriksaan dilakukan, boleh diwakili oleh kuasa pemohon. 
Pemeriksaan dapat dilakukan dengan memeriksa alat-alat bukti, seperti hal 
persidangan pada tingkat pertama. Alat-alat bukti boleh diajukan oleh pemohon 
maupun penuntut umum. Semua jenis alat bukti boleh diajukan seperti surat-surat, 
saksi maupun ahli. Terutama apabila alasan-alasan PK adalah ditemukannya keadaan 
baru (novum), maka dipastikan memerlukan alat bukti yang isinya membuktikan 
keadaan baru tersebut. 
Biasanya dalam praktik, seorang advokad tidak mengemukakan satu alasan 
saja, sehingga tidak harus mencari keadaan baru. Tidak jarang di dalam putusan 
ditemukan alasan adanya kekeliruan yang nyata atau kekhilafan hakim. Justru alasan 
inilah yang lebih mudah ditemukan daripada keadaan baru atau adanya dua atau lebih 
putusan yang saling bertentangan. 
Atas pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum dibuatlah dua 
macam berita acara, yaitu berita acara persidangan dan berita acara pendapat. Berita 
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acara persidangan ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera sidang. 
Berdasarkan berita acara sidang itu dibuatlah berita acara pendapat yang 
ditandatangano oleh hakim dan panitera. Berita acara pendapat ini isinya 
menerangkan tentang telah terpenuhi ataukah tidak terpenuhinya syarat formil dan 
materiil menurut ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHAP. Apakah syarat-syarat 
tersebut terbukti kebenarannya berdasarkan hukum pembuktian. Hal itu bukan 
termasuk kewenangan hakim pemeriksa untuk menilainya, melainkan menjadi 
kewenangan  hakim MA yang ditetapkan oleh ketua MA untuk memeriksa dan 
memutus. 
Atas hasil periksaan, apakah dibenarkan hakim pemeriksa membuat Berita 
Acara Pendapat yang isinya bahwa permohonan PK pemohon tidak memuat alasan-
alasan formil atau alasan materiil sebagaimana ketentuan pasal 263 ayat (1) dan (2) 
KUHAP? Dengan demikian, ketua pengadilan Negeri yang bersangkutan tidak perlu 
mengirimkan permohonan beserta berkas-berkasnya  ke MA. Tidak ada ketentuan 
secara tegas dalam KUHAP yang memberi wewenang kepada hakim pemeriksa. 
Apabila hakim menyimpulkan demikian dalam berita acara pemeriksaan, dan 
kemudian Ketua Pengadilan Negeri tidak mengirim berkas permohonan ke MA. 
Pemohon tidak kehilangan hak untuk mengajukan permintaan Pengajuan Kembali 
dengan menyempurnakan alasan-alasannya. Pemohon mengajukan kembali tidak 
dilarang oleh pasal 268 ayat (3) KUHAP. Larangan mengajukan PK dua kali menurut 
ketentuan tersebut, berlaku apabila pemohon PK diajukan terpidana terhadap putusan 
pemidanaan dan telas diputus oleh Mahkamah Agung. 
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Maksud dari prapemeriksaan di pengadilan tingkat pertama ini adalah untuk 
memastikan tentang telah  dipenuhi dan dilengkapinya ataukah tidak dipenuhinya 
semua persyaratan  mengajukan permintaan PK sebagaimana yang dimaksud apsal 
263 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Oleh sebab itu, pemeriksaan diarahkan pada hal-
hal berikut ini. 
1. Untuk mengetahui apakah benar amar putusan yang dilawan PK adalah 
mempidana, bukan pembebasan atau pe-lepasan dari segala tuntutan hukum? 
2. Untuk mengetahui apakah benar putusan yang dilawan PK telah mempunyai 
ketentuan hukum yang tepat? 
3. Untuk mengetahui apakah pemohon adalah pemohon yang berhak untuk 
mengajukan PK. Pemohon apakah terpidana atau ahli warisnya? Apabila yang 
mengajukan ahli warisnya, akan diteliti mengenai kebenarannya berdasarkan 
alat-alat bukti yang diajukannya. Namun bila menunjuk seorang kuasa khusus 
untuk PK, akan diteliti apakah pemberian kuasa tersebut telah benar dan sah. 
4. Apakah benar atau tidak permohonan PK tersebut telah didasarkan pada salah 
satu alasan materiil yang ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP?14 
5. Apakah permintaan PK belum pernah diajukan? Apabila sudah diajukan, 
apakah telah mendapat putusan akhir oleh MA? Ataukah tidak diajukan ke 
MA oleh pengadilan tingkat pertama, berhubung dipertimbangkan oleh hakim 
pemeriksa tidak memenuhi syarat yang diperlukan untuk diterimanya PK 
                                                            
14 Soedirdjo, 1968, Peninjauan Kembali dalam perkara pidana arti dan makna, akademika, 
jakarta, h.29 
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secara formil? Misalnya pengajuan PK semula diajukan pada putusan yang 
belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Apakah saat diajukan kembali 
putusan yang dilawan PK sudah mempunyai kekuatan hukum tetap? 
Berdasrkan maksud diatas, hakim pemeriksa tentu dibenarkan untuk membuat 
pendapat bahwa permohonan tidak memenuhi persyaratan, sehingga berkas tidak 
perlu dikirim ke MA. Seperti dicontohkan sebelumnya, PK ternyata diajukan pada 
putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Lima hal tersebut tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar  
formal permintaan PK pemohon dapat diterima oleh MA. Sesungguhnya fungsi 
pemeriksaan oleh hakim pengadilan tingkat pertama, adalah untuk memastikan 
bahwa permintaan PK pemohon tersebut dapat diterima oleh MA. Sementara itu 
untuk memulai dan mempertimbangkan terbukti atau tidak terbukti, banar atau tidak 
benar alasan-alasan materiil yang dikemukakan oleh pemohon PK, bukan wewenang 
hakim pengadilan tingkat pertama, melainkan majelis pemeriksa di MA. 
 Apakah benar hakim pengadilan tingkat pertama  dalam berita acara pendapat 
menyimpulkan pendapatnya bahwa “alasan-alasan materiil” pemohon dapat 
membuktikan kebenarannya, dan menyarankan pada hakim MA untuk menerima  
permohonana dan membatalkan putusan pemidanaan yang dilawan PK?  Mengenai 
hal tersebut tidak ada petunjuk dalam KUHAP. Kalimat “untuk memeriksa apakah 
PK tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2)” boleh 
jadi menimbulkan dua pandangan yang membenarkan dengan alasan masing-masing. 
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 Pandangan pertama, menyatakan tidak dapat membenarkan. Alasannya 
adalah, bahwa kalimat tersebut sekedar bermaksud agar hakim pengadilan tingkat 
pertama meneliti apakah permohonan tersebut telah mengandung salah satu atau 
beberapa alasan dalam Pasal 263 ayat 2 KUHAP. Adapun tentang menilai 
kebenarannya adalah menjadi wewenang majelis hakim PK MA, ada dua 
landasan/logikanya yaitu sebagai berikut : 
1. Bahwa penilaian oleh hakim dalam pertimbangan hukum suatu perkara ditunjuk 
untuk mengambil kesimpulan dalam rangka menarik suatu amar putusan. 
Sementara itu, pemeriksaan hakim tingkat pertama tidak untuk melakukan 
penarikan amar putusan, sebab kewenangan untuk menarik amar putusan adalah 
kewenanagan majelis hakim di MA. 
2. Dengan alasan untuk apa dilakuakan penilaian dan menarik kesimpulan, apabila 
ternyata menurut pertimbangan hakim tingkat pertama bahwa alasan materiil PK 
telah benar, sedangkan menurut hakim majelis PK MA sebaliknya. 
Sementara itu pandangan kedua menyatakan, dapat dibenarkan apabila hakim 
tingkat pertama dalam berita acara pendapat menyimpulakan pendapat tentang  
kebenaran dari alasan materiil yang diajukan pemohon telah dapat dibuktikan. 
Alasannya ialah dengan menyebutkan “memeriksa apakah permintaan PK tersebut 
memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) dalam rumusan 
pada pasal 265 ayat (1), dapat diartikan bahwa hakim tingkat pertama berwenang 
untuk menilai tentang kebenaran dari alasan yang diajukan pemohon. Namun 
kewenangan tersebut tidak dimaksudkan untuk menarik amar putusan, karena secara 
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tegas keputusan itu ada di tangan hakim PK MA berdasrkan pasal 266 ayat (2). 
Apabila tidak terdapat ketentuan pasal 266 ayat (2) maka hakim pengadilan tingkat 
pertama akan memutus PK dengan menarik amar putusan akhir. Pasal 266 ayat (2) 
merupakan ketentuan yang mengecualikan hak hakim pengadilan tingkat pertama 
untuk menarik amar putusan. 
Menurut pendapat kedua tersebut , sebalum pemohon PK diperiksa oleh 
hakim di MA terlebih dahulu diperiksa oleh hakim tingkat pertama, maksudnya 
adalah sebagai prapemeriksaan agar terhadap semua permohonan PK terlebih dulu 
diadakan penelitian oleh hakim pengadilan tingkat pertama. Dengan demikian, 
majelis hakim PK di MA telah  mendapat gambaran tentang isi permohonan PK 
tersebut dengan cukup membaca berita Acara  pendapat hakim tingkat pertama saja. 
Pandangan yang kedua ada segi positifnya, karena hakim pengadilan tingkat 
pertama memeriksa sendiri secara langsung mengenai alat-alat bukti yang diajukan 
pemohon, sehingga akan lebih mendapatkan gambaran secara lengkap mengenai 
keadaan dan isi alat bukti yang sebenarnya. Namun pandangan ini ada kelemahannya, 
apabila majelis hakim PK di MA malas membaca seluruh isi berkas maka mereka 
akan cenderung percaya dan mengikuti saja pendapat hakim pengadilan tingkat 
pertama. Dalam keadaan peradilan masih belum baik dan perkara sangat banyak di 
MA dimana beban kerja hakim MA sangat berat, kecenderungan malas membaca bisa 
lebih tinggi. 
Dalam praktik, pemohon dan jaksa dapat pula menyusun kesimpulan yang 
isinya tentang pendapat masing-masing. Kesimpulan ini diserahkan ke majelis dalam 
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persidangan yang terakhir. Meskipun kesimpulan tidak merupakan syarat imperatif, 
namun kesimpulan pemohon dan jaksa dapat menjadi bahan dan bagian dari berkas 
permohonan PK. Kesimpulan ini dapat menjadi hal penting apabila isinya 
mengandung kebenaran dan karenanya akan merupakan bahan yang dipertimbangkan 
oleh majelis hakim PK di MA dalam rangka menarik amar putusan. 
Setelah sidang dinyatakan selesai, maka ketua PN sebagai pengadilan tingkat 
pertama dengan surat pengantar meneruskan permohonan PK beserta berkas perkara 
semula (lengkap), berita acara sidang, dan berita acara pendapat ke MA. Lalu surat 
pengantar pengirim permohonan PK disampaikan juga pada pemohon dan jaksa. 
Apabila putusan dilawan PK merupakan putusan tingkat banding, maka surat 
pengantar disampaikan juga pada pengadilan banding yang memutus. 
Adapun putusan Nomor. 58 PK/Pid.Sus/2016 mengajukan Peninjauan Kembali 
dengan Novum (bukti baru) sebagai berikut : 
Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh 
Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut : 
- Bahwa Pemohon mengajukan Risalah Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi 
sebagai berikut : “Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap, kecuali putusan babas atau lepas dari segala tuntutan hukum, 
Terpidana atau Ahli Warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali 
kepada Mahkamah Agung”; 
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- Bahwa menurut Pasal 263 ayat (2), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar: 
a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika 
keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya 
akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau 
tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu 
ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; 
b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah 
terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan telah terbukti itu, 
ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; 
c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau 
suatu kekeliruan yang nyata; 
- Bahwa keadaan baru yang bersifat menentukan dan menimbulkan dugaan kuat 
tersebut adalah: 
a. Surat Pengalihan Jenis Penahanan tanggal 30 Juni 2010, yang dibuat oleh 
Kepala Kejaksaan Negeri Makassar menyatakan sebagai berikut : “bahwa 
kerugian Negara dalam perkara ini, dst dan sebesar Rp. 4.445.283.315,00 
(empat miliar empat ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga 
ribu tiga ratus lima belas rupiah) telah dipergunakan untuk membayar tanah 
yang diperuntukkan sebagai akses Kampus PIP Makassar dan lahan tersebut 
telah menjadi milik Departemen Perhubungan (PIP Makassar) dan 
seterusnya...” (Bukti P 1); 
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a. Surat Kesepakatan Nomor PJ.C.1224/PL.301/XII/PIP.Mks-2009 tentang 
Pengamanan Dana Ganti Rugi Tanah/Lahan Jalan Umum yang Merupakan 
Bagian Tidak Terpisahkan Dari Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu 
Pelayaran (PIP) Makassar di Kelurahan Untia, Kelurahan Bulurokeng, dan 
Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (Bukti P 2); 
c. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 592.2/1333/Kep/XII/2013 yang 
menetapkan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp. 3.500.000,00/m2 (tiga juta lima 
ratus ribu rupiah) tanah yang juga berada di wilayah Kecamatan Biringkanaya 
Makassar (Bukti P 3); 
d. Surat Walikota Makassar kepada Kejaksaan Negeri Makassar tertanggal 4 
Agustus 2014 yang isinya meminta pendapat hukum tentang adanya permintaan 
PIP Makassar untuk mengadakan tukar guling tanah yang dikuasai pemerintah 
Kota Makassar seluas 5,18 Ha. dengan tanah milik PIP Makassar dengan luas 
yang sama (Bukti P 4); 
e. Surat balasan Kajari Makassar kepada Walikota Makassar tertanggal 30 
September 2014 yang isinya berupa pendapat hukum tentang tukar guling tanah 
yang dikuasai pemerintah Kota Makassar seluas 5,18 Ha dengan tanah milik 
PIP Makassar dengan luas yang sama (Bukti P 5); 
f. Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 2 Maret 2015 yang dibuat oleh A. Elias 
beralamat Jalan Paccerakang BTN Paccerakang Makassar yang menerangkan 
dan menyatakan sebagai berikut: 
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- Berita Acara Nomor M.4607/PL.102/XII/PIP.Mks tanggal 14 Desember 
2009 tentang Pencairan Dana Ganti Rugi Atas Pengadaan Lahan/Tanah 
Sarana Jalan Umum yang Merupakan Bagian Dari Pembangunan Kampus 
Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar Di Kelurahan Untia Kecamatan 
Biringkanaya Kota Makassar, ditandatangani oleh Zulkifli Nurdin, SH., S.IP, 
di Kantor Camat Biringkanaya Makassar; 
- Penandatanganan Berita Acara yang dimaksud dilakukan pada tanggal 16 
Desember 2009 pada sore hari. Saya dan beberapa rekan kerja termasuk 
Dartianus berada di ruangan Camat Biringkanaya Pak Zulkifli Nurdin, Saya 
pada waktu itu duduk di ruangan Pak Camat membicarakan pekerjaan yang 
tengah dihadapi, kemudian datanglah 2 (dua) orang lelaki yang satu bernama 
Pak Ir. Agus Budi Hartono, M.MAR.,E. Direktur PIP yang juga sebagai 
Pimpinan Proyek Pembagunan Kampus PIP Makassar, dan satunya lagi 
bernama Kasman, MS., SE yang merupakan Bendaharawan proyek tersebut; 
- Kedua orang yang dimaksud di atas membawa sebuah map berisi Berita 
Acara sebagaimana di atas, dan kemudian disodorkan kepada Pak Camat 
(Zulkifli Nurdin, SH., S.IP) untuk ditandatangani sebagai saksi (Bukti P 6); 
g. Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 2 Maret 2015 yang dibuat oleh 
Dartianus yang beralamat jalan Tinumbu Lr. 165-A Nomor 281 Makassar 
menerangkan dan menyatakan sebagai berikut : 
- Berita Acara Nomor M.4607/PL.102/XII//PIP.Mks tanggal 14 Desember 
2009 tentang Pencairan Dana Gant Rugi Atas Pengadaan Lahan/Tanah 
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Sarana Jalan Umum yang Merupakan Bagian Dari Pembangunan Kampus 
Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar di Kelurahan Untia Kecamatan 
Biringkanaya Kota Makassar, ditandatangani oleh Zulkifli Nurdin, SH., S.IP, 
di Kantor Camat Biringkanaya Makassar; 
- Penandatanganan Berita Acara yang dimaksud dilakukan pada tanggal 16 
Desember 2009 pada sore hari. Saya dan beberapa rekan kerja termasuk A. 
Elias berada di ruangan Camat Biringkanaya Pak Zulkifli Nurdin, SH.,S.IP. 
Saya pada waktu itu duduk di ruangan Pak Camat membicarakan pekerjaan 
yang tengah dihadapi, kemudian datanglah 2 (dua) orang Ielaki yang satu 
bernama Pak Ir. Agus Budi Hartono, M.MAR.,E. Direktur PIP yang juga 
sebagai Pimpinan Proyek Pembagunan Kampus PIP Makassar, dan satunya 
lagi bernama KASMAN, SE, yang merupakan Bendaharawan Proyek 
tersebut; 
- Kedua orang yang dimaksud di atas membawa sebuah map berisi Berita 
Acara sebagaimana di atas, dan kemudian disodorkan kepada Pak Camat 
(Zulkifli Nurdin, SH., S.IP) untuk ditandatangani sebagai saksi (Bukti P 7); 
h. Fotokopi halaman 71, 72 dan halaman 73 putusan Mahkamah Agung Nomor 
1500K/PID.SUS/2013 tertanggal 27 Januari 2014 (lampiran 1);  
- Bahwa dengan adanya bukti baru yaitu P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan P7 serta 
Lampiran 1 tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan 
Tinggi Makassar dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah salah 
memberikan keputusan, karena keputusan tersebut telah didasarkan pada 
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bukti-bukti yang tidak benar dan telah terjadi suatu kehilafan Hakim atau 
telah terjadi kekeliruan yang nyata; 
- Bahwa menurut Pasal 263 ayat (2) a Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar : 
“Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika 
keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya 
akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum 
atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu 
diterapkan ketentuan pidana yang Iebih ringan”; Dasar : Apabila dalam 
pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan 
tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan 
telah terbukti itu, ternyata bertentangan satu dengan yang lain; 
- Bahwa menurut Pasal 263 ayat (2) c, apabila putusan itu dengan jelas 
memperlihatkan suatu kehilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata; 
- Bahwa adanya kehilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam perkara 
ini dengan nyata dapat dilihat kehilafan Hakim, baik pada Pengadilan Negeri 
Makassar. Nomor 1371/PID.B/2010/PN.Mks tanggal 13 Desember 2011 
jo.Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 52/PID.SUS/2012/PT.Mks  
tanggal 5 November 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1500 
K/PID.SUS/2013 tanggal 27 Januari 2014 jelas nyata Hakim telah khilaf dan 
keliru dalam menerapkan hukum dalam hal ini Hukum Pidana Dan Hukum 
Acara Pidana, karena hal-hal sebagai berikut : Pada halaman 72 dari putusan 
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Mahkamah Agung tersebut dinyatakan dalam pertimbangan hukumnya 
“bahwa permufakatan jahat tersebut dilakukan dengan cara membuat berita 
acara tentang pencairan dana ganti-rugi uang atas pengadaan lahan/tanah 
Nomor M.4607/PL.102/12/PIP.MKS/2009 tanggal 16 Desember 2009”. 
Dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Agung tersebut terdapat kekeliruan 
tentang tanggal dibuatnya berita acara tersebut yaitu tanggal 16 Desember 
2009. Sedangkan kenyataannya berita acara itu tertanggal 14 Desember 
2009. Untuk jelasnya Pemohon Peninjauan Kembali mempersilahkan 
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini meneliti lampiran Barang Bukti 
Nomor 34 dalam perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali, sehingga 
harus dianggap Berita Acara tersebut TIDAK PERNAH ADA, karena 
terdapat dua tanggal yang berbeda, yaitu tanggal 14 dan 16; 
Pada halaman yang sama dari putusan Mahkamah Agung tersebut (halaman 
72) dinyatakan bahwa pemufakatan jahat tersebut dilakukan dengan cara 
MEMBUAT Berita Acara dan seterusnya, hal itu merupakan suatu 
kekeliruan yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam perkara ini. 
Karena Terdakwa/pemohon bertandatangan dalam berita acara itu hanya 
sebagai saksi bukan sebagai pihak, jelas terbaca bahwa yang membuat berita 
acara Nomor M.4607/PL.102/12/PIP.MKS/2009 tanggal 14 Desember 2009 
(di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim tertulis 
tanggal 16 Desember 2009) itu adalah para pihak yaitu pihak pertama 
Kasman MS, SE dan pihak kedua Ardiansyah Rahman, jadi hanya para 
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pihaklah yang menyatakan adanya persamaan kehendak untuk 
melakukan/mewujudkan isi berita acara Nomor M4607/PL102/XII/PIP-Mks 
2009 tersebut, bukan “SAKSI”/Zulkifli Nurdin/Pemohon Paninjauan 
Kembali (Iihat daftar barang bukti Nomor 34 dalam putusan Hakim disitu 
tertulis 14 Desember 2009 bukan tanggal 16 Desember 2009). Oleh karena 
berita acara tersebut dianggap TIDAK PERNAH ADA maka HARUS 
DIKESAMPINGKAN PERTIMBANGAN Mahkamah Agung yang 
menyatakan terjadi pemufakatan jahat. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang turut serta, tidak terpenuhi. 
Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai SAKSI dalam 
penandatanganan Berita Acara tersebut sama sekali tidak terdapat 
KALIMAT “sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah”, sehingga 
terteranya tandatangan Camat Biringkanaya, Zulkifli Nurdin, SH.SIP. di 
bawah kata SAKSI, semata-mata saksi belaka tanpa embel-embel kalimat 
lain (mohon periksa lampiran Barang Bukti Nomor 34 putusan Mahkamah 
Agung RI yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini); 
Berita Acara Nomor 4607/PL.102/XII/PIP.Mks-2009 pada hakikatnya 
dipandang sebagai perbuatan administrasi yang dimaksudkan bukanlah 
penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan 
Pemohon Peninjauan Kembali selaku Camat, karena pada dasarnya 
kedudukan Zulkifli Nurdin, SH. S.IP., sebagai saksi dalam berita acara 
tersebut menurut kepatutan merupakan perbuatan yang tidak tercela atau 
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dengan kata lain perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak mencederai 
rasa keadilan masyarakat; 
Untuk membuktikan perbuatan adminitratif tersebut bukan perbuatan tercela 
dan tidak mencederai rasa keadilan masyarakat yaitu tidak adanya unsur 
kerugian Negara;  
Tentang unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian 
Negara”,dijelaskan sebagai berikut: 
“Bahwa uang sebesar Rp. 13.847.443.200,00 (tiga belas miliar delapan ratus 
empat puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tidak 
pernah keluar dari penguasaan Negara, yaitu dari Kas Negara ke Bank 
Mandiri (BANK MILIK NEGARA) walaupun diatas namakan seseorang, 
sekedar memenuhi syarat perbankan, tetapi buku tabungannya tetap 
dipegang oleh bendahara PIP Makassar cq. Departemen Perhubungan cq. 
Pemerintah Republik Indonesia, hal ini terbukti serta keterangan para saksi 
dibawah sumpah, saksi Ardiansyah Rahman, S.STP saksi Ir.Agus Budi 
Hartono, M.MAR.E, M.Kom., saksi Kasman, M.S.S.E., saksi Nurhaya, SE. 
dan saksi Paham Pakpahan, saksi-saksi mana memberi keterangan dibawah 
sumpah pada waktu berlangsungnya persidangan perkara pidana khusus 
yang dimohonkan Peninjauan Kembali dengan tidak terpenuhinya unsur 
“dapat merugikan keuangan Negara”, maka rumusan delik balk pada Pasal 2 
(dua) maupun pada Pasal 3 (tiga) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 
yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-
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Undang Nomor 20 Tahun 2001 baik secara formal maupun secara materiil 
tidak terpenuhi. Dengan kata lain perbuatan Terdakwa/Pemohon Peninjauan 
Kembali ini tidak memenuhi rumusan delik yang terdapat pada Pasal 2 (dua) 
dan Pasal 3 (tiga) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Prof. Mr Roeslan Saleh 
dalam bukunya yang berjudul “Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana 
halaman 26 : Jika satu saja unsur tidak terpenuhi, maka Hakim tidak akan 
menghukum Terdakwa”. Bahwa menurut yurisprudensi, tanggal 21 
November 1973 Nomor 97.K/Kr/1973 yang Majelis Hakimnya terdiri dari 
Prof. Subekti, SH sebagai Ketua Majelis, Sri Widoyati Wiratmo, SH dan 
Bustanil Arifin, SH sebagai Anggota Majelis dalam putusannya menyatakan 
“perbuatan mendepositokan uang Negara pada Bank pemerintah tidak 
merupakan tindak pidana korupsi karena uang tersebut tidak hilang dan tetap 
dalam kekuasaan Negara”; 
Pendapat Hakim Prof. Subekti, SH sebagai Ketua Majelis, Sri Widoyati 
Wiratmo, SH dan Bustanil Arifin, SH sebagai Anggota Majelis dalam 
putusan tanggal 21 November 1973 Nomor 97 K/Kr/1973 tersebut 
menguatkan pernyataan saksi atas nama Ir. Agus Budi Hartono, M.MAR.E. 
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M.Kom yang kesaksiannya dibawah sumpah menyatakan “bahwa uang yang 
ada di dalam rekening Ardiansyah Rahman S.STP berbunga, dan bunga 
selama 4 (empat) bulan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”, dengan 
pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa Negara dalam hal ini Kas 
Negara tidak mengalami kerugian. Selanjutnya hal tersebut selaras juga 
dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 42K/Kr/1965 tanggal 08 Januari 
1966 yang menyatakan bahwa “Faktor-faktor yang menghapuskan sifat 
melawan hukum pada perbuatan Terdakwa ialah : 
- Faktor kepentingan umum yang terlayani; 
- Faktor tidak adanya keuntungan yang masuk dalam saku Terdakwa; 
- Faktor tidak dideritanya kerugian Negara; 
Ketiga faktor tersebut di atas merupakan faktor yang Iebih dari cukup guna 
menghapuskan sifat melawan hukum pada perbuatan Terdakwa”; 
Bahwa pendapat Hakim Mahkamah Agung tentang tanah yang dikuasai atau 
dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar seluas 184.164 m2, merupakan 
suatu kekeliruan yang nyata. Karena Mahkamah Agung sendiri dalam 
putusannya pada halaman 73 dari putusan tersebut menjelaskan sebagaimana 
kami kutip bunyi pertimbangan Putusan Mahkamah Agung bahwa “Dari 
kerugian Negara sebesar Rp. 13.847.443.200,00 (tiga belas miliar delapan 
ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus 
rupiah) telah diselamatkan (disita) sebesar Rp. 9.404.165.478,43 (sembilan 
miliar empat ratus empat juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh 
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puluh delapan rupiah empat puluh tiga sen), dst dan sisanya sebesar Rp. 
4.443.277.721,57 (empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus 
tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah lima puluh tujuh sen) 
TELAH DIBAYARKAN KEPADA MASYARAKAT PEMILIK TANAH 
UNTUK AKSES (jalan masuk) LAHAN KAMPUS PIP MAKASSAR 
(Iebih jelasnya lihat halaman 73 bads ke 19 Putusan MA.RI Nomor 1500 
K/PID.SUS/2013, tanggal 27-01-2014, Lampiran 1), sehingga dengan 
demikian jelas tersirat oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung sendiri bahwa 
tentang tanah milik Pemerintah Kota itu tidak benar, karena yang diakui oleh 
Hakim dalam putusan pada halaman 73 pembayaran itu sendiri dibayarkan 
kepada masyarakat pemilik tanah. Jadi uang empat miliar Iebih yang telah 
dipakai membayar lahan milik masyarakat adalah merupakan satu kesatuan 
dengan uang yang sembilan miliar Iebih yang telah disita itu seperti yang 
terurai dalam pertimbangan hukum Putusan Hakim Mahkamah Agung pada 
halaman 73 tersebut. (lihat lampiran 1); 
Bahwa tentang kerugian Negara, harus ditinjau dari aspek ekonomi, karena 
salah satu unsur dari rumusan delik Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 
adalah “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” 
pertama-tama tentang disitanya uang sebesar Rp. 9.404.165.478,43 
(sembilan miliar empat ratus empat juta seratus enam puluh lima ribu empat 
ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh tiga sen), dimasukan kembali 
ke Kas Negara, yang terjadi uang itu secara ekonomi menjadi rugi, karena 
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nilainya kian merosot, dalam ilmu ekonomi dikenal dengan present value. 
Kalau harga tanah waktu uang itu disita hanya Rp. 79.000,00 (tujuh puluh 
sembilan ribu rupiah) per meter bujur sangkar, jika dibanding dengan harga 
permintaan masyarakat di sekitar tanah itu sekarang dalam rangka 
pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Simpang Lima ke Bandara 
Sultan Hasanuddin, yang juga merupakan rencana akses lahan jalan menuju 
Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar besaran nilai ganti rugi Rp. 
3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per meter bujur sangkar, (lihat 
Bukti P 3). Dengan disitanya uang itu betapa Negara mengalami kerugian, 
karena tidak dapat dipakai membayar tanah yang semula harga tanah hanya 
Rp. 79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) per meter bujur sangkar, 
sekarang naik menjadi Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per 
meter bujur sangkar. Ini fakta tidak perlu dibuktikan, karena dalam Hukum 
Acara Pidana, fakta atau kenyataan tidak perlu dibuktikan, seperti fakta 
melambungnya harga tanah yang mengakibatkan terhentinya proyek 
pembangunan jalan menuju Bandara Sultan Hasanuddin; 
Kedua tentang uang sebesar Rp. 4.443.227.721,57 (empat miliar empat ratus 
empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh 
satu rupiah lima puluh tujuh sen) yang telah dibayarkan kepada masyarakat 
pemilik tanah untuk akses (jalan masuk) lahan Kampus PIP Makassar dan 
telah menjadi milik dan dikuasai oleh Politeknik Ilmu Pelayaran 
Makassar/Kementerian Perhubungan/Negara Republik Indonesia betapa 
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beruntungnya Negara mempunyai aset yang meningkat secara signifikan, 
yaitu dari harga Rp. 79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) per meter 
bujur sangkar menjadi Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), per 
meter bujur sangkar seperti dalam SK Walikota Makassar Nomor 
592.2/1333/Kep/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 (terlampir sebagai 
Bukti P4), secara ekonomi ada kenaikan harga atau nilai empat puluh empat 
kali lipat yaitu Rp. 79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) menjadi 
Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per meter bujur sangkar; 
Dapat dibayangkan andaikata uang sebesar Rp9.404.165.478,43 (sembilan 
miliar empat ratus empat juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh 
puluh delapan rupiah empat puluh tiga sen), TIDAK DISITA, tetapi 
dibayarkan kepada masyarakat pemilik tanah sesuai rencana semula, sudah 
tentu tanah itu setelah dibayar akan menjadi milik Politeknik Ilmu Pelayaran 
(PIP) Makassar/Kementerian Perhubungan/ Negara Republik Indonesia akan 
sangat menguntungkan bagi Negara. Keuntungan yang sangat besar yang 
diharapkan akan diperoleh Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) 
Makassar/Kementerian Perhubungan/Negara Republik Indonesia tidak 
terwujud karena adanya penyitaan terhadap uang sebesar Rp. 
9.404.165.478,43 (sembilan miliar empat ratus empat jute seratus enam 
puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh tiga 
sen) itu; 
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Selanjutnya tentang unsur memperkaya orang lain atau turut serta melakukan 
tindak pidana korupsi yang disebut-sebut menyebabkan timbulnya kerugian 
Negara, dengan membayarkan kepada 32 orang pemilik tanah juga tidak 
benar karena tanah yang telah dibayar ganti ruginya kepada 32 orang itu 
telah menjadi milik PIP Makassar. Dan sesuai Pengakuan Kejaksaan Negeri 
Makassar dalam suratnya Nomor Print-19/Rt.3/Fd.i/06/2010 KEPALA 
KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR tertanggal Makassar, 30 Januari 
2010. Pada bagian pertimbangan : “a. Bahwa kerugian Negara dalam perkara 
ini sebesar.... dst. dan sebesar Rp. 4.443.227.721,57 (empat miliar empat 
ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua 
puluh satu rupiah lima puluh tujuh sen) telah dipergunakan untuk membayar 
tanah yang diperuntukan sebagai lahan jalan akses Kampus PIP Makassar 
dan lahan tersebut telah menjadi milik Departemen Perhubungan (PIP 
Makassar)” (lihat Bukti P 1 dan lampiran 1); 
Hakim hanya sampai pada hal-hal yang sifatnya formal yaitu adanya 
tandatangan Zulkifli Nurdin, SH. SIP. sebagai saksi dalam Berita Acara 
Nomor M.4607/PL.102/Xl/PIP.Mks-2009 tanggal 14 Desember 2009 pada 
hari Senin bertempat di Kantor PIP Makassar Jalan Tentara Pelajar Nomor 
173 Makassar; 
Berita Acara itu secara FORMAL TIDAK BENAR karena Zulkifli Nurdin, 
SH. SIP./Pemohon bertandatangan 2 (dua) hari setelah pembuatan Berita 
Acara tersebut, dan dana telah disetor ke Bank Mandiri Kota Makassar, 
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kemudian barulah pemohon disodori untuk tandatangan berita acara tersebut 
sebagai saksi, dan sebagai Bukti Pemohon ajukan surat Kesepakatan Nomor 
PJ.C.1224/PL.301/XII/PIP.Mks-2009 tentang PENGAMANAN DANA 
GANTI RUGI TANAH/LAHAN JALAN UMUM YANG MERUPAKAN 
BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI PEMBANGUNAN KAMPUS 
POLITENIK ILMU PELAYARAN (PIP) MAKASSAR DI KELURAHAN 
UNTIA, KELURAHAN BULROKENG DAN KELURAHAN SUDIANG 
KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR, (lihat Bukti P 2); 
Surat Kesepakatan tersebut (Bukti P2) sama hari dan tanggal dengan Berita 
Acara yang tercantum dalam daftar Barang Bukti Nomor 34 yaitu tertulis 
hari Senin 14 Desember 2009 bertempat di Kantor Politeknik Ilmu Pelayaran 
Makassar Jalan Tentara Pelajar Nomor 173 Makassar kepada Pemohon juga 
disodori untuk tandatangan sebagai saksi, hal itu menjadi bukti bagi 
Pemohon tentang tidak hadirnya Pemohon pada hari Senin tanggal 14 
Desember 2009 di Kantor Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Jalan Tentara 
Pelajar Nomor 173 Makassar sebagai waktu dan tempat ditandatanganinya 
Berita Acara Nomor M4607/PL.102/11/PIP.Mks-2009 tentang 
PENCAIRAN DANA GANTI RUGI UANG ATAS PENGADAAN 
LAHAN/TANAH SARANA JALAN UMUM YANG MERUPAKAN 
BAGIAN DARI PEMBANGUNANKAMPUS POLITEKNIK ILMU 
PELAYARAN (PIP) MAKASSAR DI KELURAHAN UNTIA 
KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR; Pada Hari Senin 
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Tanggal Empat Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan bertempat 
di Kantor Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar Jalan Tentara Pelajar 
Nomor 173 Makassar tersebut, terbukti pada hari, tanggal dan tempat yang 
disebut dalam Berita Acara itu Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali 
tidak hadir, dan ketidak hadiran Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali ini 
pada hari Senin tanggal 14 Desember 2009 di Kantor PIP Makassar Jalan 
Tentara Pelajar Nomor 173 Makassar sebagai hari, tanggal dan tempat 
ditantanganinya Berita Acara tersebut terbukti juga berdasarkan keterangan 
kesaksian yang diuraikan dalam Bukti P6 dan Bukti P 7; 
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung 
berpendapat : 
Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana mengenai adanya novum 
dengan mengajukan bukti PK-1 sampai dengan PK-7 tidak dapat dibenarkan, 
dengan pertimbangan sebagai berikut : 
- Bukti PK-1, bukti ini sifatnya administratif, bukan mengenai substansi, 
sedangkan bukti PK-2 telah diajukan pada persidangan Judex Facti ; 
- Bukti PK-3, bukti ini dikeluarkan pada tahun 2013 sehingga tidak dapat 
dijadikan pedoman untuk pemberian ganti rugi tahun 2009 dalam perkara 
aquo ; 
- Bukti PK-4 dan PK-5, bukti ini hanya berupa legal opinion, bukan 
merupakan bukti baru ; 
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- Bukti PK-6 dan PK-7, bukti ini hanya menerangkan tempat dan proses 
penandatanganan surat Pemohon Peninjauan Kembali, yang tidak 
membuktikan adanya fakta dan keadaan baru ; 
Bahwa alasan peninjauan kembali lainnya mengenai adanya kekhilafan 
Hakim atau kekeliruan yang nyata juga tidak dapat dibenarkan sebab dalam 
putusan yang dimohonkan peninjauan kembali sudah dipertimbangkan dengan 
tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 
bahwa Pemohon selaku Camat Biringkanaya sekaligus sebagai anggota Panitia 
Pengadaan Tanah mengetahui jika tanah yang dibayarkan kepada saksi 
Ardiansyah Rahman, S.STP adalah tanah yang dikuasai atau milik Pemerintah 
Kota Makassar yang tidak dapat ganti rugi dan saksi Ardiansyah Rahman tidak 
berhak untuk menerima ganti rugi hak atas tanah tersebut karena tidak 
mempunyai surat bukti kepemilikan atas tanah a quo. Perbuatan Terdakwa 
tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu, tidak ada kekhilafan 
Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut ; 
Bahwa dengan demikian, maka alasan Peninjauan Kembali Terpidana 
tidak memenuhi ketentuan Pasal 262 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dengan 
demikian alasan pertimbangan dari Judex Facti dan Judex Juris sudah tepat dan 
benar ; 
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Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a 
KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) permohonan Peninjauan 
Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali 
tersebut dinyatakan tetap berlaku ; 
Menimbang bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, 
maka biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada 
Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ; 
Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang 
bersangkutan ; 
M E N G A D I L I 
 Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan 
Kembali/Terpidana Zulkifli Nurdin, S.H., S.IP. tersebut ; 
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Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali 
tersebut tetap berlaku ; Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana 
untuk membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sebesar Rp. 2.500,00 
(dua ribu lima ratus rupiah) ; 
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah 
Agung pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, 
S.H., M.H. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan 
oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan 
Nganro, SH., MH. Hakim Agung dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., 
M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai 
Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari 
dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota 
tersebut, dan dibantu oleh Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H. Panitera 
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana 
dan Penuntut Umum. 
Berdasarkan putusan No. 58 PK/Pid.Sus/2016 dimana pemohon mengajukan 
PK dengan Novum diatas, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan 
kembali. 
Adapun upaya yang dilakukan pemohon dalam mengajukan Peninjauan 
Kembali menurut bapak Irwan Muin, S.H., M.H., M.Kn mengatakan bahwa Langkah-
langkah dalam mengajukan Peninjauan Kembali yaitu dengan menunjuk siapa yang 
akan dijadikan kuasa atau ahli waris sebagai penasihat hukumnya, selanjutnya 
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mengambil salinan putusan yang telah inkrah kemudian mempelajarinya. Dalam 
mengajukan Peninjauan Kembali ada 2 hal yang harus dicari pertama apakah ada 
novum atau bukti baru yang diajukan sebagai bukti dalam Peninjauan Kembali, kedua 
apakah ada kesalahan atau kekhilafan hakim dalam pertimbangan hukum putusan 
yang sudah inkrah. Bukan cuma putusan kasasi yang bisa di PK, putusan tingkat 
pertama dan banding juga bisa di PK yang penting sudah inkrah. 
Menurut Bapak Cening Budiana, SH., MH mengatakan bahwa Langkah-
langkah mengajukan Peninjauan Kembali yaitu dengan mengajukan permohonan 
yang didalamnya termuat alasan-alasan PK, misalnya terdapat Novum atau bukti baru, 
kekhilafan hakim, itu kemudian diuraikan. Permohonannya dimuat dalam register dan 
selanjutnya dibawa ke ketua pengadilan. Kemudian ketua pengadilan menunjuk 
hakim untuk menyidangkan. Setelah penunjukan hakim memanggil pemohon dan 
termohon atau Penuntut Umum kemudian dibacakan permohonannya, sidang 
berikutnya tanggapan atas permohonan atau risalah kasasi, sidang selanjutnya 
penandatanganan berita acara pendapat hakim mengenai apa yang dimohonkan.  
Yang dimaksud novum yaitu bukti baru yang dari awal tidak ditemukan, 
ditemukan kemudian oleh yang bersangkutan atau pemohon. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Irwan Muin, S.H., M.H., M.Kn dan 
bapak Cening Budiana, S.H., M.H dikaitkan dengan pasal 264-265 KUHAP yang 
memuat prosedur pengajuan Peninjauan Kembali maka upaya yang ditempuh oleh 
terpidana dalam mengajukan Peninjauan Kembali yaitu, sesuai dengan Pasal 263 ayat 
(1) KUHAP yang dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap 
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putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali putusan 
bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, adalah terpidana atau ahli warisnya, 
kemudian menghadap panitera pengadilan yang telah memutus perkara tingkat 
pertama dengan menyebut secara jelas alasan pengajuan Peninjauan Kembali apakah 
ada keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, apabila dalam pelbagai putusan 
ternyata telah bertentangan satu dengan yang lainnya, apabila putusan itu dengan 
jelas memperlihatkan sesuatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata 
dan untuk itu panitera membuatkan surat permintaan Peninjauan Kembali, 
permohonannya dimuat dalam register dan selanjutnya dibawa ke ketua pengadilan, 
ketua pengadilan menunjuk hakim untuk menyidangkan, setelah penunjukan hakim 
memanggil pemohon dan termohon atau Penuntut Umum kemudian dibacakan 
permohonannya, Tanggapan atas permohonan atau risalah kasasi, Penandatanganan 
berita acara pendapat hakim mengenai apa yang dimohonkan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
1. Penerapan hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 
2014 di Pengadilan Negeri Makassar yaitu, Mahkamah Konstitusi Membatalkan 
pasal 268 ayat (3) KUHAP yang mengatur Peninjauan Kembali hanya dapat 
dilakukan satu kali kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 7 
Tahun 2014 yang mengatur pengajuan Peninjauan Kembali hanya dapat 
dilakukan satu kali. Keputusan Mahkamah Konstitusi Merupakan Undang- 
Undang dan SEMA Nomor 7 tahun 2014 mengikuti Undang-undang. Dalam 
penerapan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Makassar mengikuti 
SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dengan alasan tidak ada kepastian hukum apabila 
peninjauan kembali diajukan lebih dari satu kali dengan tidak 
mengenyampingkan keadilan. Karena keadilan sudah tercapai pada saat 
terpidana mengajukan Peninjauan Kembali satu kali. Apabila Peninjauan 
Kembali dilakukan berkali-kali maka Peninjauan Kembali bukan lagi upaya 
hukum luar biasa. Sama saja membuka sistem peradilan baru. 
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2. Upaya yang ditempuh oleh terpidana dalam mengajukan Peninjauan Kembali 
yaitu, sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang dapat mengajukan 
permintaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali putusan bebas atau lepas dari segala 
tuntutan hukum, adalah terpidana atau ahli warisnya, kemudian menghadap 
panitera pengadilan yang telah memutus perkara tingkat pertama dengan 
menyebut secara jelas alasan pengajuan Peninjauan Kembali apakah ada keadaan 
baru yang menimbulkan dugaan kuat, apabila dalam pelbagai putusan ternyata 
telah bertentangan satu dengan yang lainnya, apabila putusan itu dengan jelas 
memperlihatkan sesuatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata 
dan untuk itu panitera membuatkan surat permintaan Peninjauan Kembali, 
permohonannya dimuat dalam register dan selanjutnya dibawa ke ketua 
pengadilan, ketua pengadilan menunjuk hakim untuk menyidangkan, setelah 
penunjukan hakim memanggil pemohon dan termohon atau Penuntut Umum 
kemudian dibacakan permohonannya, Tanggapan atas permohonan atau risalah 
kasasi, Penandatanganan berita acara pendapat hakim mengenai apa yang 
dimohonkan. 
 
B. Saran  
1. Sebaiknya peraturan yang mengatur masalah Peninjauan Kembali harus tegas 
dan jelas agar tidak menimbulkan perspektif yang berbeda dikalangan 
masyarakat tanpa mengenyampingkan antara keadilan dan kepastian hukum. 
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2. Sebaiknya kedepan, para penegak hukum memiliki pandangan yang sama 
mengenai suatu permasalahan hukum, sehingga tidak ada lagi perbedaan 
pendapat antara satu institusi hukum dengan institusi hukum lainnya, dan 
kesatuan hukum akan tercapai. 
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